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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan sesuai 

dengan cita cita Bangsa Indonesia ada di dalam Pancasila dan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan 

kesehatan ialah investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) 

di Indonesia. Pembangunan kesehatan sejatinya ialah upaya untuk 

meningkatkankesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang agar bisa 

berperilaku hidup sehat demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-  

tingginya[1] 

Fraud dapat dilakukan siapapun dalam lingkungan perusahaan seperti 

karyawan, tenaga kerja eksekutif perusahaan, bahkan pemilik usaha. Fraud dapat 

terbentuk korupsi, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan keuangan. Hal-

hal tersebut tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga merugikan para 

investor yang telah menanamkan modal perusahaan.[2] 

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H ayat (3) 

UUD RI tahun 1945 menyatakan bahwa: 'Setiap orang berhak atas jaminan sosial 

yang dapat meningkatkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manus ia 

yang bermartabat.' Sehubungan dengan hal ini, pemerintah kemudian 

menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pelaksanaan Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di bidang kesehatan dilakukan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).[3] 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 tahun 2019, bahwa 

Implementasi Pencegahan Fraud di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan 

(FKRTL) meliputi: Penerapan kebijakan pencegahan fraud dan pedoman 

pencegahan, Pengembangan budaya pencegahan fraud, Pengembangan pelayanan 

berorientasi kendali mutu dan kendali biaya, Pembentukan tim pencegahan fraud 

dalam program Jaminan Kesehatan.[4] 

Strategi mencapai Universal Health Coverage (UHC) melibatkan Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 

dijalankan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang wajib. Jaminan 
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kesehatan nasional JKN bertujuan memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan 

dan perlindungan kepada peserta yang membayar iuran atau iurannya dibayarkan 

oleh pihak Pemerintah. Dalam mewujudkan UHC oleh BPJS Kesehatan, timbul 

masalah seperti advokasi dan sosialisasi JKN, kebijakan kelembagaan, 

transformasi program, kepesertaan, sistem rujukan, infrastruktur fasilitas 

kesehatan, SDM, capacity building, pembiayaan, risiko penipuan JKN, dampak 

JKN terhadap utilisasi, serta kepuasan provider dan peserta.[5] 

Program Jaminan Kesehatan Nasional mulai diterapkan di Indonesia. Seiring 

dengan peningkatan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan 

berkembangnya fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan, muncul 

beragam kritik dari berbagai pihak, termasuk dari penyedia jaminan kesehatan 

nasional seperti puskesmas dan rumah sakit. Salah satu isu kritis yang mencuat 

adalah dugaan terjadinya tindakan fraud. Tidak hanya terbatas pada Indonesia, 

dugaan fraud dalam sistem pelayanan kesehatan juga memberikan dampak 

global.[6] 

Mendeteksi penipuan dalam asuransi kesehatan menjadi suatu hal yang 

penting namun juga menjadi tantangan sulit. Dugaan kecurangan di bidang 

pelayanan kesehatan tersebar di seluruh Indonesia dan melibatkan sistem dan 

pelayanan. Praktik-praktik seperti merubah diagnosis utama atau membuat 

diagnosis tambahan untuk mendapatkan tarif yang lebih tinggi merupakan salah 

satu isu utama. Charles mengidentifikasi sepuluh skema fraud dalam pelayanan 

kesehatan, termasuk klaim atas pelayanan yang tidak pernah diberikan, klaim atas 

layanan yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi, pemalsuan waktu dan lokasi 

layanan, memalsukan pemberi layanan, klaim atas tagihan yang semestinya 

dibayar oleh pasien, pelaporan diagnosis dan prosedur yang salah, pelayanan yang 

berlebihan, korupsi (sogokan), dan peresepan obat yang tidak perlu. Dengan 

demikian, isu fraud menjadi perhatian utama dalam upayamenjaga integritas dan 

keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia.” [7] 

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pencegahan 

Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan memuat tindakan 

kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Proyeksi 
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fraud JKN mencapai 5-10% atau Rp. 1,8 triliun - Rp. 3,6 triliun dari prediksi 

premi BPJS tahun 2014. Terdapat kasus potensial yang terdeteksi di 26 puskesmas 

di 14 provinsi, termasuk pemanfaatan dana kapitasi yang melanggar aturan. Para 

penegak hukum menemukan 8 kasus korupsi pengelolaan dana kapitasi 

puskesmas dengan kerugian negara mencapai Rp. 5,8 miliar pada periode 2014-

2018. Pada Februari 2018, Operasi Tangkap Tangan oleh KPK mengungkap kasus 

pengelolaan dana kapitasi di Jombang, menunjukkan rentan dana kapitasi 

terhadap tindakan korupsi. Dana kapitasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat 

Lanjutan (FKRTL), khususnya puskesmas, yang diterima pada tahun 2014-2016, 

mencapai Rp 8 triliun, Rp 10 triliun, dan Rp 13 triliun, dengan kecenderungan 

peningkatan seiring bertambahnya peserta JKN.[1] 

Dalam hal pencegahan fraud, dinas kesehatan Kabupaten/Kota termasuk dalam 

institusi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan 

asosiasi fasilitas kesehatan untuk membangun sistem pencegahan kecurangan 

JKN. Kemenkes menjadi pihak ketiga ketika jika ada perselisihan antara BPJS 

Kesehatan dan faskes saat adanya dugaan fraud sehinnga perlu adanya SDM yang 

berkualitas agar dapat mengidentifikasi teknik-teknik klaim dan fraud ,dan 

mendeteksi tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku. 

Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan dan KPK melakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama  

(SKB) mengenai Tim Bersama Penanganan Kecurangan dalam Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) pada pada bulan Agustus 2017. Tim ini bertujuan 

untuk melakukan deteksi awal kecurangan dan cara penyelesaiannya, yang 

direncanakan bisa diterapkan di tahun 2018. Pada era JKN, Puskesmas merupakan 

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) serta 

menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menjadi pemberi pelayanan 

kesehatan tingkat pertama bagi peserta JKN. Selaku pelaksana gatekeeper. 

Implementasi konsep gatekeeper bertujuan demi meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan di faskes tingkat lanjutan yang sebelumnya telah ditangani terlebih 

dahulu oleh puskesmas sehingga mengurangi beban kerja rumah sakit.[5] 
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Perlayanan di bidang kerserhatan merrurpakan salah satur bernturk perlayanan  yang 

paling banyak diburturhkan olerh masyarakat. Salah satur sarana perlayanan kerserhatan 

yang mermpurnyai perran sangat pernting dalam mermberrikan perlayanan kerserhatan 

kerpada masyarakat adalah Purskersmas. Purskersmas merrurpakan lermbaga dalam 

mata rantai sisterm kerserhatan masyarakat dan merngermban turgas urnturk mermberrikan 

perlayanan kerserhatan kerpada serlurrurh masyarakat, karerna permbangurnan dan 

pernyerlernggaraan kerserhatan di Purskersmas perrlur diarahkan pada turjuran Nasional 

dibidang kerserhatan.[8] 

Purskersmas saat ini, harurs serlalur dapat mernyerdiakan obat-obatan dan sarana 

perlayanan merdis yang terrjangkaur olerh masyarakat tanpa harurs merngurrangi 

kuralitas dan kurantitas perlayanannya. Perngerlolaan purskersmas yang baik ternturnya 

akan mermberrikan acuran ataurpurn gambaran bagaimana purskersmas terrkerlola sercara 

transparan, adanya kermandirian, akurntaberl, adanya perrtanggurngjawaban dan 

kerwajaran serhingga kinerrja kerurangan pada purskersmas dapat dicapai sersurai 

derngan visi dan misi purskersmas yang terlah diternturkan serberlurmnya. Kercurrangan 

(fraurd) dalam Perlayanan Kerserhatan perrlurdilakurkan perncergahan agar tidak 

mernimburlkan kerrurgian. [8] 

Pada perlayanan kerserhatan Purskersmas Anggerraja terrurtama pada kerlurhan pasie rn 

Jaminan Kerserhatan Nasional (JKN) pernyerdia obat dimana pada perlayanan 

kerserhatan merlakurkan kersalahan yang fatal dalam permberrian obat/ cairan infurs 

kerpada pasiern yang dimana cairan terrserburt surdah merngalami kadalurarsa ataur 

erxpirerd.[9] 

fraurd ataur kercurrangan didalam JKN adalah tindakan yang dilakurkan derngan 

serngaja olerh perserrta, perturgas BPJS Kerserhatan, permberri perlayanan kerserhatan, 

serrta pernyerdia obat dan alat kerserhatan, urnturk merndapatkan kerurnturngan finans ia l 

dari program jaminan kerserhatan dalam sisterm Jaminan Sosial Nasional merlaluri 

perrburatan currang yang tidak sersurai derngan kerternturan.Fraurd dalam perlayanan 

kerserhatan diserburt serbagai suratur bernturk urpaya yang sercara serngaja dilakurkan 

derngan mernciptakan suratur kerurnturngan yang tidak serharursnya dinikmati baik ole rh 

individur ataur institursi dan dapat merrurgikan pihak lain. [12] 

Berrdasarkan ther Association of Cerrtifierd Fraurd Erxaminerrs (ACFEr), fraurd 
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merrurpakan perrburatan merlawan hurkurm yang dilakurkan derngan serngaja urnturk 

turjuran terrterntur, serperrti manipurlasi ataur mermberrikan laporan kerlirur kerpada pihak 

lain [13] 

Rurmah sakit adalah kerserlurrurhan dari organisasi dan merdis, berrfurngs i 

mermberrikan perlayanan kerserhatan lerngkap kerpada masyarakat baik kurratif maurpurn 

rerhabilitatif, dimana ourtpurt layanannya mernjangkaur perlayanan kerlurarga dan 

lingkurngan.[21] 

Kercamatan Anggerraja adalah salah satur kercamatan yang ada di kaburpatern 

Ernrerkang dan mermiliki satur purskersmas yaitur Purskersmas Anggerraja. Mernurrurt data 

yang saya dapat Purskersmas Anggerraja mermiliki dura jernis kurnjurgan pasiern yaitur 

kurnjurngan serhat dan kurnjurngan sakit pada tahurn 2022 dan tahurn 2023. Pada tahurn 

2022 kurnjurngan serhat serbanyak 5.725 pasiern dan kurnjurngan sakitnya serbanyak 

15.952 pasiern serdangkan pada tahurn 2023 kurnjurngan serhat serbanyak 4.603 

pasiern dan kurnjurngan sakitnya serbanyak 16.378 pasiern. 

Fraurd pada Jaminan Kerserhatan Nasional (JKN) layak diterliti karerna dapat 

merrurgikan kerurangan nergara, merrurgikan perserrta JKN, serrta merngganggur siste rm 

perlayanan kerserhatan. Pernerlitian ini dapat mermbantur merngiderntifikasi cerlah-ce rlah 

dalam sisterm, merningkatkan perngawasan, dan merngimplermerntasikan tindakan 

perncergahan fraurd. Hal ini pernting urnturk mernjaga kerberrlanjurtan program JKN, 

mermastikan aksers layanan kerserhatan yang adil, dan merncergah pernyalahgurnaan 

dana kerserhatan purblik. 

B. Rumusan masalah 

Berrdasarkan latar berlakang di atas dapat diambil rurmursan masalahnya serbagai     

berrikurt : 

1. Bagaimana   sisterm   perncergahan kercurrangan   (fraurd)   dalam 

perlaksanaan program Jaminan Kerserhatan Nasional (JKN) di 

Purskersmas Anggerraja ? 

2. Bagaimanakah sisterm perngaduran dan pernyerlersaian perrserlisihan jika 

terrdapat kercurrangan (fraurd) dalam dalam perlaksanaan program Jaminan 

Kerserhatan Nasional (JKN) di Purskersmas Anggerraja 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Urnturk merngertahuri bagaimana sisterm perncergahan kercurrangan (fraurd) dalam 

perlaksanaan program Jaminan Kerserhatan Nasional (JKN) di Purskersmas 

Anggerraja 

2. Urnturk merngertahuri bagaimanakah sisterm perngaduran dan pernyerlersaian 

perrserlisihan jika terrdapat kercurrangan (fraurd) dalam dalam perlaksanaan 

program Jaminan Kerserhatan Nasional (JKN) di Purskersmas Anggerraja. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat sercara teroritis 

 Derngan mernganalisis implermerntasi program, pernerlitian ini dapat 

mermbantur dalam merrurmurskan ataur mernyermpurrnakan moderl-mode rl 

perncergahan fraurd yang dapat diterrapkan pada sisterm jaminan kerserhatan 

nasional ataur urnit kerserhatan serperrti Purskersmas. Hal ini dapat mermburka 

jalan bagi perngermbangan pernderkatan yang lerbih erferktif dalam merngatas i 

tantangan perncergahan fraurd. 

2. Manfaat sercara praktis 

 Analisis ini dapat me rmbe rrikan wawasan praktis yang be rrharga te rrkait 

e rfe rktivitas dan e rfisie rnsi pe rlaksanaan program pe rnce rgahan fraurd di Purske rsmas 

Angge rraja.Te rmuran pe rne rlitian dapat digurnakan se rbagai dasar urnturk me rrancang 

strate rgi pe rrbaikan yang le rbih e rfe rktif dan pe rningkatan imple rme rntasi program 

pe rnce rgahan fraurd. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Derfernisi Fraurd 
Fraurd banyak dikermurkakan olerh berberrapa ahli. Mernurrurt Ther Institurter of 

Interrnal Aurditors, sertiap tindakan ilergal yang berrcirikan pernipuran, 

pernyermburnyian, ataur pernyalahgurnaan kerperrcayaan[10].Tindakan terrserburt tidak 

terrbatas pada ancaman ataur perlanggarandalam bernturk kerkuratan fisik saja. 

Kercurrangan dapat dilakurkan olerh pihak-pihak dan organisasi urnturk 

merndapatkan urang, asert, ataur jasa; urnturk mernghindari permbayaran ataur kerrurgian 

atas jasa ataur urnturk mermperrolerh kerurnturngan pribadi ataur bisnis.(12) 

Perngerrtian fraurd ataur kercurrangan didalam JKN adalah tindakan yang 

dilakurkan derngan serngaja olerh perserrta, perturgas BPJS Kerserhatan, permbe rri 

perlayanan kerserhatan, serrta pernyerdia obat dan alat kerserhatan, urnturk merndapatkan 

kerurnturngan finansial dari program jaminan kerserhatan dalam sisterm Jaminan 

Sosial Nasional merlaluri perrburatan currang yang tidak sersurai derngan kerternturan. 

Fraurd dalam perlayanan kerserhatan diserburt serbagai suratur bernturk urpaya yang 

sercara serngaja dilakurkan derngan mernciptakan suratur kerurnturngan yang tidak 

serharursnya dinikmati baik olerh individur ataur institursi dan dapat merrurgikan pihak 

lain.(12) 

Berrdasarkan Perraturran Mernterri Kerserhatan Nomor 16 tahurn 2019, bahwa 

Implermerntasi Perncergahan Fraurd di FKRTL merlipurti, 1)Pernerrapan kerbijakan 

perncergahan fraurd dan perdoman perncergahan, 2) Perngermbangan burdaya 

perncergahan fraurd, 3) Perngermbangan perlayanan berrorierntasi kerndali murtur dan 

kerndali biaya, 4) Permbernturkan tim perncergahan fraurd dalam program Jaminan 

Kerserhatan(4) 

2. Perrilakur Kercurrangan 

kercurrangan ataur fraurd merngandurng arti suratur pernyimpangan dan 

perlanggaran hurkurm urnturk suratur turjuran yang dapat merrurgikan pihak lain. 

Kercurrangan terrjadi serbagai akibat dari siturasi ataur perlurang yang merndorong 

perlakur urnturk merlakurkan fraurd. Kercurrangan  ini  perrlur dicergah  agar tidak 

merrurgikan orang lain ataur suratur organisasi. Olerh karerna itur, harurs ada urpaya-

urpaya yang perrlur dilakurkan urnturk merncergah terrjadinya kercurrangan terrserburt. 
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Ther Association of Cerrtifierd Fraurd yang merlawan hurkurm yang dilakurkan 

derngan serngaja urnturk turjuran terrterntur (manipurlasi ataur mermberrikan laporan 

kerlirur terrhadap pihak lain) dilakurkan orang- orang dari dalam ataurlurar organisas i 

urnturk merndapatkan kerurnturngan pribadi ataurpurn kerlompok yang sercaralangsurng 

ataur tidak langsurng merrurgikan pihak lain.[11] 

Serperrti yang terlah dikermurkakan di atas, kerrurgian dana jaminan social 

kerserhatan akibat kercurrangan (fraurd) perrlur adanya perncergahan derngan kerbijakan 

nasional perncergahan kercurrangan (fraurd) agar dalam perlaksanaan program 

jaminan kerserhatan nasional dalam sisterm jaminan sosial nasional dapat berrjalan 

derngan erferktif dan erfersiern. Serbagaimana yang terlah dikermurkakan dalam Pasal 1 

angka 1 Perraturran Mernterri Kerserhatan Rerpurblik Indonersia Nomor 36 Tahurn 2015 

Terntang Perncergahan Kercurrangan Dalam Perlaksanaan Program Jaminan 

Kerserhatan Pada Sisterm Jaminan Sosial Nasional (Serlanjurtnya disingka t 

Perrmernkers No. 36 Tahurn 2015). Diserburtkan bahwa kercurrangan dalam 

perlaksanaan Jaminan Kerserhatan Nasional dapat dilakurkan olerh berrbagai pihak 

serperrti: perserrta, perturgas BPJS, permberri perlayanan kerserhatan dan pernyerdia obat 

dan alat kerserhatan[12] 

Mernurrurt Association of Cerrtifierd Fraurd Erxaminerrs (ACFEr, 2022), 

kercurrangan laporan kerurangan ataur dana merngacur pada tindakan yang diserngaja 

yang berrterntangan derngan perraturran hurkurm, yang merlibatkan manipurlasi dan 

pernyerbaran laporan yang mernipur kerpada erntitas erksterrnal derngan turjuran 

merndapatkan kerurnturngan pribadi ataur kolerktif. Contoh aktivitas pernipuran dalam 

laporan kerurangan dapat berrmaniferstasi merlaluri berberrapa cara, serperrti permalsuran 

yang diserngaja[13] 

Laporan kerurangan berrperran serbagai patokan dalam perrtimbangan 

perngambilan kerpurtursan suratur bisnis olerh permakai laporan kerurangan serhingga 

laporan kerurangan diturnturt agar serlalur berrsifat nertral dan tidak mermihak pada 

kerperntingan pribadi. Mernurrurf ACFEr, fraurd merrurpakan tindakan mernyalahi 

aturran yang serngaja dilakurkan olerh berrbagai pihak merlaluri manipurlasi informas i 

laporan kerurangan dalam rangka mermperrolerh kerurnturngan pribadi yang 

merngakibatkan kerrurgian bagi pihak lain. Fraurd terrbagi mernjadi 3 jernis yaitur 

assert missappropritation, corrurption, dan financial statermernt fraurd. 
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Berrdasarkan surrveri ACFEr Indonersia tahurn 2019, kercurrangan laporan kerurangan 

merrurpakan kasurs fraurd derngan tingkat kerterrjadian paling rerndah yaitur serbanyak 

6,7%. Data ini jurga didurkurng olerh surrveri ACFEr urnturk wilayah Asia Pasifik 

tahurn 2020 yang mernurnjurkkan bahwa kasurs financial statermernt fraurd adalah 

kasurs fraurd derngan tingkat kerterrjadian paling rerndah namurn jurga merrurpakan 

kasurs derngan kerrurgian terrbersar yaitur sernilai $3.000.000. Disamping itur, dalam 

surrveri ACFEr tahurn 2020, indurstri derngan tingkat kerterrjadian fraurd terrtinggi 

adalah indurstri perrbankan dan jasa kerurangan yaitur serbersar 19% derngan total 37 

kasurs di wilayah Asia Pasifik[14] 

Kercurrangan (fraurd) dalam Perlayanan Kerserhatan perrlur dilakurkan 

perncergahan agar tidak mernimburlkan kerrurgian. Hal ini serbagaiman diamanatkan 

dalam pasal 7 Perrmernkers Nomor 36 tahurn 2015 bahwa dalam pernyerlernggaraan 

Perlayanan Kerserhatan Kerserhatan, Dinas Kerserhatan Kaburpatern/Kota, dan FKRTL. 

Harurs mermbangurn sisterm perncergahan kercurrangan Fraurd ini. (Perrmernkers No 16 

Tahurn 2019 : 122).[8] 

3. Jernis-jernis Fraurd 

Jernis Kercurrangan (fraurd) diurraikan berrdasarkan perlakur yaitur: 

1. Perserrta 

2. BPJS Kerserhatan 

3. Fasilitas Kerserhatan ataur permberri perlayanan kerserhatan 

4. Pernyerdia obat dan alat kerserhatan 

A.  Jernis Kercurrangan (fraurd) olerh Perserrta, yaitur: 
1. Mermalsurkan data dan/ataur Iderntitas Perserrta urnturk mermperrole rh 

perlayanan kerserhatan. 

2. Mermalsurkan data dan/ataur Iderntitas Perserrta urnturk mermperrole rh 

perlayanan kerserhatan. 

3. Mermanfaatkan haknya urnturk perlayanan yang tidak perrlur 

(urnnerccersary serrvicers) antara lain: 

a. merminta rurjurkan ker FKRTL burkan karerna alasan merdis. 
b. Berkerrja   sama   derngan Fasilitas Kerserhatanurnturk 

merndapatkan perlayanan kerserhatan yang tidak sersurai derngan 

indikasi merdis. 
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c. Mermaksa merminta tambahan permerriksaan diagnostik, obat 

obatan di lurar indikasi merdis. 

d. Mermberrikan informasi yang tidak bernar dalam pernergakan 
diagnosis. 

4.  mermberri dan/ataur mernerrima surap dan/ataur imbalan dalam rangka 

mermperrolerh perlayanan kerserhatan, antara lain: 

a. mermberrikan surap dan/ataur imbalan kerpada permberri perlayanan 

kerserhatan dan Fasilitas Kerserhatan. 

b. mermberrikan surap dan/ataur imbalan kerpada pergawai BPJS 
Kerserhatan 

c. mermberrikan surap dan/ataur imbalan kerpada pihak lain yang 

berrwernang dalam pernertapan Perserrta Pernerrima Banturan Iurran 

(PBI). 

5. mermperrolerh obat dan/ataur alat kerserhatan derngan cara yang tidak 

sersurai kerternturan urnturk dijural kermbali derngan maksurd merndapatkan 

kerurnturngan. 

B.  Jernis Kercurrangan (fraurd) olerh BPJS Kerserhatan, yaitur: 
1. Merlakurkan kerrja sama derngan Perserrta urnturk mernerrbitkan iderntitas 

Perserrta yang tidak sersurai derngan kerternturan 

2. Merlakurkan kerrjasama derngan Perserrta dan/ataur Fasilitas Kerserhatan 

urnturk merngajurkan klaim yang tidak sersurai derngan kerternturan. 

3. Mernyerturjuri/mermbiarkan/mermanipurlasi manfaat yang tidak dijamin 

dalam Jaminan Kerserhatan derngan maksurd urnturk merndapatkan 

kerurnturngan baik finansial maurpurn non finansial dari Perserrta ataur 

Fasilitas Kerserhatan 

4. Mermberri dan/ataur mernerrima surap dan/ataur imbalan, dan/ataur 

mermiliki bernturran kerperntingan yang mermperngarurhi perngambilan 

kerpurtursan sersurai derngan kerwernangannya, antara lain: 

a. Mernolak dan/ataur mermperrlambat pernerrimaan perngajuran klaim 

yang terlah mermernurhi syarat 

b. Mermperrlambat ataur mermperrcerpat prosers verrifikasi klaim 

dan/ataur permbayaran klaim yang tidak sersurai derngan 

kerternturan perraturran perrurndang-urndangan; 

c. Mernahan permbayaran tagihan ker fasilitas kerserhatan yang 
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terlah diverrifikasi dan terlah sersurai derngan kerternturan perraturran 

perrurndang- urndangan; 

d. Mernghilangkan data klaim dan/ataur dokurmern perndurkurng 

klaim baik softcopy maurpurn hardcopy dari fasilitas kerserhatan; 

e. Berkerrjasama dan/ataur merminta fasilitas kerserhatan urnturk 

merngurbah koder diagnosis ataur dokurmern perndurkurng lainnya 

yang tidak sersurai derngan kerternturan perraturran perrurndang-  

urndangan; 

f. Mernerrima ataur mernarik imbalan dari perserrta/calon perserrta 

g. Mernurnda prosers perndaftaran kerperserrtaan yang terlah 

mermernurhi perrsyaratan 

5. mernggurnakan dana Jaminan Kerserhatan urnturk kerperntingan 

pribadi 
6. mernarik bersaran iurran tidak sersurai derngan kerternturan perraturran 

perrurndang- urndangan; dan 

7.  mernerrima titipan permbayaran iurran dari Perserrta dan tidak 

disertorkan ker rerkerning BPJS Kerserhatan 

C.  Jernis kercurrangan (fraurd) olerh fasilitas kerserhatan ataur permbe rri 

perlayanan kerserhatan. 

Kercurrangan (fraurd) olerh Fasilitas Kerserhatan ataur permbe rri 

perlayanan kerserhatan dapat dilakurkan olerh dokterr, dokterr gigi, dokterr 

spersialis, dokterr gigi spersialis, ternaga kerserhatan lain, dan ternaga 

administrasi. 

1. Jernis Kercurrangan (fraurd) olerh permberri perlayanan kerserhatan di 

FKTP yaitur: 

a. Pernyalahgurnaan dana kapitasi dan/ataur nonkapitasi FKTP 

milik Permerrintah Pursat dan Permerrintah Daerrah 

b. Mernarik biaya dari Perserrta yang tidak sersurai derngan 

kerternturan perraturran perrurndang-urndangan 

c. Mermanipurlasi klaim nonkapitasi, serperrti: 
1)  Klaim palsur (phantom billing) ataur klaim fiktif, 

merrurpakan klaim atas layanan yang tidak perrnah 

diberrikan; 
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2)  Mermperrpanjang lama perrawatan (prolongerd lerngth of 

stay); 

3)  Pernjiplakan klaim dari pasiern lain (cloning); dan 

4)  Tagihan ataur klaim berrurlang (rerperat billing) pada 

kasurs yang surdah ditagihkan serberlurmnya. 

d. Merlakurkan rurjurkan pasiern yang tidak sersurai kerternturan 

perraturran perrurndang-urndangan; 

e. Mermberri dan/ataur mernerrima surap dan/ataur imbalan terrkait 

derngan program Jaminan Kerserhatan; dan 

f. Mermalsurkan Surrat Izin Prakterk Ternaga Kerserhatan dan Surrat 

Izin  Operrasional Fasilitas Kerserhatan. 

2. Jernis Kercurrangan (fraurd) olerh permberri perlayanan kerserhatan di 

FKRTL yaitur: 

a. Mermanipurlasi diagnosis dan/ataur tindakan; 
Mermanipurlasi diagnosis dan/ataur tindakan merrurpakan 

tindakan yang dilakurkan urnturk merningkatkan bersaran klaim 

derngan cara mermalsurkan        diagnosa dan/ataurtindakan merdis, 

serperrti: 

 

1)  Pasiern serharursnya didiagnosis aperndicitis akurt, serte rlah 

operrasi tanpa pernyurlit tertapi di rersurmer/rerkam merdis diturlis 

aperndicitis akurt derngan perrforasi; dan 

2)  Pasiern derngan pterrigiurm grader i tertapi dalam 

rersurmer/rerkam merdis diturlis squraomours cerll ca conjurngtiva 

dan dilakurkan tindakan biopsi erksisi tanpa burkti dilakurkan 

permerriksaan patologi anatomi. 

b. Pernjiplakan klaim dari pasiern lain (cloning); 
Pernjiplakan klaim dari pasiern lain (cloning) merrurpakan klaim 

yang diburat derngan cara mernyalin dari klaim pasiern lain yang 

surdah ada, serperrti: mernyalin (copy paster) serlurrurh ataur 

serbagian rerkam merdis dan/ataur data pasiern lain. 

c. Klaim palsur (phantom billing); 
Klaim palsur (phantom billing) merrurpakan klaim atas layanan 

yang tidak perrnah dilakurkan/diberrikan kerpada pasiern, serperrti: 



13  

1)  Pernagihan tindakan merdik operratif yang tidak perrnah 

dilakurkan; dan 

2)  Pernagihan obat/alat kerserhatan di lurar pakert ina-cbg yang 

tidak diberrikan kerpada pasiern. 

d. Pernggerlermburngan tagihan obat dan/ataur alat kerserhatan 

(inflaterd bills); pernggerlermburngan tagihan obat dan/ataur alat 

kerserhatan (inflaterd bills) merrurpakan klaim atas biaya obat 

dan/ataur alat kerserhatan yang lerbih bersar dari biaya yang 

serbernarnya, serperrti: 

1)  Pasiern patah turlang dilakurkan operrasi ortoperdi derngan 

mernggurnakan plater and screrw 4 (ermpat) burah, namurn 

ditagihkan lerbih dari 4 (ermpat) burah. 

2)  Obat pasiern pernyakit kronis pada rawat jalan yang 

serharursnya merndapat obat 1 (satur) burlan, tertapi obat yang 

diberrikan urnturk 2 minggur, namurn ditagihkan biayanya 

serlama 1 (satur) burlan. 

3)  Pasiern kermoterrapi yang mermburturhkan obat kermo 

serbanyak 2 (dura) vial diklaimkan mernjadi 4 (ermpat) vial. 

D.  Jernis kercurrangan (fraurd) olerh pernyerdia obat dan alat kerserhatan. 
1. Jernis kercurrangan (fraurd) olerh pernyerdia obat, yaitur: 

a. Pernyerdia obat yang terrdaftar pada katalog erlerktronik mernolak 

persanan obat tanpa alasan yang jerlas 

b. Pernyerdia obat mermperrlambat waktur perngiriman obat tanpa 

alasan yang jerlas; dan 

c. Mermberri dan/ataur mernerrima surap dan/ataur imbalan terrkait 

derngan program jaminan kerserhatan. 

2. Jernis kercurrangan (fraurd) olerh pernyerdia alat kerserhatan, yaitur: 
a. Pernyerdia alat kerserhatan yang terrdaftar pada katalog 

erlerktronik mernolak persanan alat kerserhatan tanpa alasan yang 

jerlas 

b. Pernyerdia alat kerserhatan mermperrlambat waktur perngiriman 

alat kerserhatan tanpa alasan yang jerlas 

c. Pernyerdia mernganjurrkan kerpada fasilitas kerserhatan urnturk 
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mermberli alat kerserhatan yang tidak sersurai derngan kerburturhan 

perlayanan kerserhatan ataur tingkat kerterrampilan/kerahlian 

ternaga kerserhatan ataur ternaga merdis profersional yang akan 

mernggurnakan alat kerserhatan terrserburt derngan maksurd urnturk 

merndapatkan kerurnturngan finansial; dan 

d. Mermberri dan/ataur mernerrima surap dan/ataur imbalan terrkait 

derngan program jaminan kerserhatan.[13] 

Fraurd dapat merncakurp berrbagai jernis, terrmasurk fraurd kerurangan, fraurd 

asurransi, dan fraurd korporat. Sturdi merndalam merngernai jernis-jernis fraurd 

mermbantur permahaman terrhadap modurs operrandi yang berrberda dan 

faktor-faktor yang mermperngarurhinya.[15] 

4. Stratergi Perncergahan dan Derterksi 
Perncergahan dan derterksi fraurd merlibatkan implermerntasi kontrol inte rrna l 

yang kertat, perlatihan karyawan, dan pernggurnaan terknologi keramanan 

informasi. Moderl perncergahan yang erferktif dan mertoder derterksi yang canggih 

diperrlurkan urnturk mernghadapi ancaman kercurrangan.[16] 

5. Urpaya Permerrintah dalam mernangani fraurd 

Jaminan Kerserhatan Nasional (JKN) merrurpakan program permerrintah 

Indonersia yang berrturjuran urnturk mermberrikan perrlindurngan kerserhatan 

kerpada serlurrurh perndurdurk. Urnturk mernangani fraurd (pernipuran) pada JKN, 

permerrintah terlah merngimplermerntasikan berberrapa urpaya serbagai berrikurt: 

1)  Sisterm Monitoring dan Analisis Data: 

  Permerrintah dapat mernggurnakan terknologi urnturk mermonitor 

dan mernganalisis data klaim kerserhatan sercara reral-timer. Sisterm ini 

dapat mernderterksi pola-pola yang merncurrigakan ataur anomali dalam 

klaim. 

2)  Verrifikasi Iderntitas Perserrta: 

  Mernerrapkan sisterm yang kertat urnturk verrifikasi iderntitas 

perserrta JKN. Hal ini dapat merncakurp pernggurnaan kartur iderntitas ataur 

mertoder biomertrik urnturk mermastikan bahwa orang yang merne rrima 

layanan kerserhatan adalah perserrta yang sah. 

3)  Perningkatan Kersadaran dan Erdurkasi: 
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  Merlakurkan kampanyer informasi dan erdurkasi kerpada perserrta 

JKN, pernyerdia layanan kerserhatan, dan pihak terrkait lainnya terntang 

risiko pernipuran, sanksi yang dikernakan, dan cara merlaporkan 

kercurrigaan pernipuran. 

4)  Aurdit dan Permerriksaan Rurtin: 
  Merlakurkan aurdit dan permerriksaan rurtin terrhadap 

pernyerlernggara JKN, fasilitas kerserhatan, dan perserrta urnturk 

mermastikan kerpaturhan terrhadap aturran dan proserdurr yang berrlakur. 

1)  Kerrjasama derngan Pihak Terrkait: 
Berkerrja sama derngan lermbaga ataur instansi terrkait, serperrti 

kerpolisian, pihak hurkurm, dan lermbaga perngawas, urnturk 

merningkatkan pernergakan hurkurm terrhadap perlakur pernipuran. 

2)  Pernggurnaan Terknologi Canggih: 

Mermanfaatkan terknologi serperrti kercerrdasan buratan (AI), 

analisis data bersar (big data), dan sisterm derterksi kercurrangan 

urnturk merngiderntifikasi pola-pola pernipuran yang komplerks. 

3)  Perngermbangan Sisterm Perngaduran: 

Mermbangurn sisterm perngaduran yang erferktif dan murdah 

diaksers bagi perserrta JKN dan pihak terrkait lainnya agar merrerka 

dapat merlaporkan kerjadian pernipuran derngan cerpat. 

4)  Sanksi Hurkurm dan Administratif: 
Mernertapkan sanksi yang tergas baik sercara hurkurm maurpurn 

administratif terrhadap pihak yang terrlibat dalam pernipuran, 

terrmasurk permberkuran hak perserrta yang terrlibat dalam tindakan 

pernipuran. 

Pernerrapan stratergi ini sercara holistik dapat mermbantur permerrintah 

dalam mernangani fraurd pada program JKN dan mermastikan erferktivitas serrta 

kerberrlanjurtan program kerserhatan ini.(4) 

6. Program-Program Perncergahan Fraurd 

Indonersia berlurm sermura komponern dalam siklurs program maurpurn 

prinsip perngerndalian fraurd terrlaksana derngan optimal, misalnya:  

a) mermbangurn kersadaran. Saat ini urpaya mermbangurn kersadaran urnturk 

perngerndalian fraurd berlurm massif dilakurkan. Kalaurpurn surdah dilakurkan, 

namurn berlurm berrkala; 
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b) sisterm perlaporan. Saat ini surdah diburka salurran perngaduran terrkait 

perlayanan JKN (terrmasurk fraurd), berrnama aplikasi SIAP. Namurn, 

hingga saat ini data rerspon perngaduran berlurm dapat ditermurkan; 

c) derterksi & inverstigasi. Saat ini kergiatan inverstigasi barur dilakurkan pada 

kasurs- kasurs yang mernjadi sorotan; 

d) sanksi. Informasi dertil merngernai sanksi berrurpa dernda dan tindak pidana 

barur didapat terrkait derngan perlakur fraurd yang berrasal dari Aparat Sipil 

Nergara (ASN). Perlakur fraurd non ASN, misalnya dari fasilitas kerserhatan 

swasta ada yang perrnah diberrikan sanksi berrurpa dernda dapermurtursan 

kerrja sama, namurn berlurm dikertahuri sercara pasti bersaran dernda dan urnturk 

skerma fraurd dan 

e) tim anti fraurd. Saat ini berrbagai erntitas yang terrlibat dalam program 

JKN surdah mermbernturk tim anti fraurd. Namurn, tim ini berlurm mampur 

mernjalankan turgas-turgas sersurai siklurs program maurpurn prinsip 

perngerndalian fraurd [20] 

 Urnturk merngatasi tantangan-tantangan ini, pada sersi pernurturp 

Hanervi mernyampaikan ernam rerkomerndasi kerbijakan: (a) mermperrbanyak 

internsitas, jernis, dan cakurpan sosialisasi dan erdurkurasi dan sosialisas i 

perncergahan fraurd dalam perlayanan kerserhatan; (b) merngermbangkan siste rm 

perngolahan data (data klaim INA CBG, data P-Carer, data aplikasi SIAP, 

dan data aduran dari asosiasi fasyankers) yang dapat diaksers olerh purblik 

urnturk merngertahuri bersarnya poternsi dan dampak dari fraurd layanan 

kerserhatan; (c) merningkatkan permanfaatan informasi hasil analisa data 

terrkait poternsi fraurd dan urpaya perncergahan fraurd serbagai surmbe rr 

permberlajaran dan perngambilan kerpurtursan; (d) mermburat kerrangka kajian 

dan pernerlitian terrkait kerbijakan dan manajermern perngerndalian fraurd 

layanan kerserhatan; (er) merningkatkan ikatan kermitraan antara BPJS 

Kerserhatan dan Providerr dalam pernerrapan good corporater goverrnaner dan 

good clinical goverrnancer; dan (d) mermburat kerbijakan urnturk lerbih banyak 

merlibatkan komurnitas-komurnitas yang berrgerrak dalam bidang anti fraurd 

layanan kerserhatan.[20] 
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7. Prinsip Fraurd 

Pada prinsipnya fraurd jurga merrurpakan suratur tindakan 

pernipuran/kercurrangan urnturk merndapatkan kerurnturngan bagi perlakur fraurd 

ataur bagi pihak lain. Fraurd dapat dilakurkan olerh perserrta asurransi, 

pernyerlernggara asurransi dan Permberri Perlayanan Kerserhatan (PPK). Fraurd 

pada PPK khursursnya Rurmah Sakit dapat diserbabkan olerh kertidakpurasan 

Rurmah Sakit terrhadap tarif INACBG (singkatan dari Indonersia Caser Base r 

Grourps yaitur serburah aplikasi yang digurnakan rurmah sakit urnturk 

merngajurkan klaim pada permerrintah) dan kertidaksiapan sisterm Informas i 

Terknologi di Rurmah Sakit. Serlain itur, adanya motivasi merncari 

“kerurnturngan erkonomi” dapat mermburat PPK merlakurkan fraurd. 

Serbagaimana terlah diserburtkan di atas, bahwa derngan dikerlura rkannya 

Perrmernkers No. 36 Tahurn 2015 adalah serbagai salah satur urpaya urnturk 

perncergahan kercurrangan (fraurd) dalam perlaksanaan Program Jaminan 

Kerserhatan Pada Sisterm Jaminan Sosial Nasional.[12 

8. Prinsip Systerm Perncergahan Fraurd 

Prinsip-prinsip dalam sisterm perncergahan Kercurrangan (fraurd) dapat 

diurraikan serbagai berrikurt:  

1. Pernyursurnan kerbijakan (policy) dan perdoman perncergahan Kercurrangan 

(fraurd), antara lain: 

a. Pernyursurnan kerbijakan anti Kercurrangan (fraurd) derngan prinsip Good 

Corporater Goverrnancer dan Good Clinical Goverrnancer. 

b. Pernyursurnan perdoman manajermern risiko Kercurrangan (fraurd risk 

managermernt) paling serdikit terrdiri dari perncergahan, derterksi dan 

pernyerlersaian terrhadap Kercurrangan (fraurd). 

2. Perngermbangan burdaya perncergahan Kercurrangan (fraurd), antara lain:    

a. Mermbangurn burdaya intergritas, nilai ertika dan standar perrilakur. 

b. Merndidik serlurrurh pihak terrkait Jaminan Kerserhatan terntang 

kersadaran anti Kercurrangan (fraurd). 

c. Mernciptakan lingkurngan pernyerlernggaraan program Jaminan 

Kerserhatan yang positif. 

3. Perngermbangan perlayanan kerserhatan berrorierntasi kerndali murtur dan 
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kerndali biaya, antara lain: 

a. Permbernturkan tim kerndali murtur dan kerndali biaya yang terrdiri dari 

tim koordinasi dan tim terknis. 

b.  Implermerntasi konserp manajermern murtur dalam perlayanan kerserhatan. 

4. Permbernturkan tim perncergahan Kercurrangan (fraurd) yang disersuraikan 

derngan kerburturhan dan skala organisasi.[15] 

9. Sisterm Perngerndalian Interrnal 
Perngerndalian interrnal sangat diperrlurkan dalam mernjalankan suratur 

organisasi terrurtama perrursahaan tak terrkercurali instansi permerrintah, baik 

instansi permerrintah pursat maurpurn permerrintah daerrah. Turjurannya adalah 

agar sermura kergiatan yang dilakurkan dapat berrjalan derngan baik dan dapat 

merncergah ataur merminimalkan terrjadinya kercurrangan. Siste rm 

Perngerndalian Interrnal merrurpakan urpaya yang dilaksanakan urnturk 

mermberrikan kerperrcayaan terrkait capaian kertaatan kerpada aturran, erfisie rns i 

kergiatan, serrta kerhandalan laporan kerurangan. [6] 

Perngerndalian yang tidak erferktif dalam suratur organisasi dapat mermbe rri 

cerlah adanya niat urnturk merlakurkan kercurrangan yang dapat merngakibatkan 

kerrurgian bagi organisasi. Kertidak-erferktifan perngerndalian inte rrna l 

mermperrmurdah pergawai dalam merlakurkan pernyimpangan-pernyimpangan 

dalam rangka mermperrolerh kerurnturngan urnturk diri serndiri, serhingga 

kertidak-erferktifan perngerndalian interrnal dalam suratur organisasi mernjadi 

pernting urnturk diperrhatikan berrkaitan derngan adanya tindakan fraurd dalam 

organisasi terrserburt.[11] 

Sisterm perngerndalian fraurd layanan kerserhatan surdah murlai berrjalan 

terrurtama serjak terrbitnya Perrmernkers nomor 36 tahurn 2015, namurn masih 

perrlur diiringi derngan berrbagai kergiatan dan instrurmern dertail urnturk 

perncergahan, derterksi, dan pernindakan[16] 

10. BPJS 
Badan Pernyerlernggara Jaminan Sosial Kerserhatan yang serlanjurtnya 

diserburt BPJS Kerserhatan adalah badan hurkurm yang dibernturk urnturk 

mernyerlernggarakan program Jaminan Kerserhatan nasional di Indonersia. 

Jaminan kerserhatan adalah jaminan berrurpa perrlindurngan kerserhatan agar 



19  

perserrta mermperrolerh manfaat permerliharaan kerserhatan dan perrlindurngan 

dalam mermernurhi kerburturhan dasar kerserhatan yang diberrikan kerpada sertiap 

orang yang terlah mermbayar iurran ataur iurrannya dibayar olerh permerrintah. 

Manfaat Jaminan Kerserhatan merncakurp perlayanan promotif, prerverntif, 

kurratif, dan rerhabilitatif terrmasurk perlayanan obat, alat kerserhatan dan bahan 

merdis habis pakai sersurai derngan kerburturhan merdis yang diperrlurkan dan 

dilakurkan olerh pernyerlernggara perlayanan kerserhatan yang berkerrjasama 

derngan BPJS Kerserhatan (BPJS Kerserhatan, 2014b). 

1. BPJS Kesehatan: Program ini mermberrikan perrlindurngan 

kerserhatan bagi perserrta, serperrti biaya rawat inap, rawat jalan, 

perrsalinan, dan serbagainya. Perserrta program ini mermbayar iurran 

sertiap burlan sersurai derngan tingkat kerlasnya. 

2. BPJS Ketenagakerjaan: Program ini mermberrikan perrlindurngan 

bagi perserrta terrkait derngan risiko kerternagakerrjaan, serperrti 

kercerlakaan kerrja, pernyakit akibat kerrja, dan pernsiurn. Perserrta 

program ini jurga mermbayar iurran sersurai derngan kerternturan yang 

berrlakur. 

A.  Prinsip Pernyerlernggaraan Jaminan kerserhatan nasional 

 
Pernyerlernggaraan jaminan kerserhatan nasional di Indonersia merngacur 

pada prinsip-prinsip sisterm jaminan sosial nasional serperrti yang di aturr 

dalam urndang- urndang nomor 40 tahurn 2004 terntang sisterm jaminan sosial 

nasional yang dimana prinsipnya adalah serbagai berrikurt : 

a) Prinsip kergotong royongan, adalah prinsip kerberrsamaan antar perserrta 

dalam mernanggurng berban biaya jaminan sosial, yang di wurjurdkan 

derngan kerwajiban sertiap perserrta mermbayar iurran sersurai derngan tingkat 

gaji, urpah ataur pernghasilannya. Dalam prinsip kergotongroyongan ini 

terrdapat prinsip kerberrsamaan, Karerna adanya prinsip kerberrsamaan ini 

berrarti perserrta yang mampur dapat mermbantur perserrta yang kurrang 

mampur, perserrta yang serhat mermbantur yang sakit ataur berrersiko tinggi. 

Merlaluri prinsip kergotong royongan ini jaminan sosial dapat 

mernurmburhkan keradilan social bagi kerserlurrurhan rakyat Indonersia. 
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b)  Prinsip nirlaba, adalah prinsip perngerlolaan ursaha yang merngurtamakan 

pernggurnaan hasil perngermbangan dana urnturk mermberrikan manfaat 

serbersarbersarnya bagi serlurrurh perserrta. Dana yang di kurmpurlkan ole rh 

perserrta merrurpakan dana amanat olerh Badan Pernyerlernggaraa Jaminan 

Sosial (BPJS) dana amanat ini di kerlola olerh BPJS sercara nirlaba 

burkan urnturk merncari laba (for profit oriernterd). Di mana turjuran urtama 

perngerlolaan dana amanat ini olerh BPJS di kerlola urnturk merme rnurhi 

kerperntingan dari perserrtanya. Dana amanat yang berrasal dari perserrta 

ini akan di manfaatkan seroptimal murngkin gurna me rme rnurhi ke rburturhan 

se rlurrurh pe rse rrtanya. 

c) Prinsip kerterrburkaan, adalah prinsip mermperrmurdah informasi yang 

lerngkap, bernar dan jerlas bagi sertiap perserrta. Prinsip ini di maksurdkan 

agar sergala informasi terrkait derngan BPJS dapat di aksers sercara murdah 

olerh para perserrta BPJS dan tanpa adanya kersimpang siurran. 

d)  Prinsip kerhati-hatian, Prinsip kerhatihatian adalah prinsip perngerlolaan 

dana yang berrasal dari iurran perserrta sercara cerrmat, terliti, aman dan 

terrtib. Prinsip kerhati-hatian ini, dana amanat yang berrasal dari para 

perserrta di kerlola sercara cerrmat dan terpat olerh BPJS. 

e) Prinsip akurntabilitas, adalah prinsip perlaksanaan program dan 

perngerlolaan kerurangan yang akurrat dan dapat diperrtanggurng jawabkan. 

f) Prinsip portabilitas, adalah jaminan sosial di maksurdkan urnturk 

mermberrikan jaminan yang berrkerlanjurtan merskipurn perserrta berrpindah 

perkerrjaan ataur termpat tinggal dalam wilayah Nergara kersaturan rerpurblik 

Indonersia. Jadi kertika perserrta berrpindah daerrah ataur termpat kerrja, 

maka perserrta terrserburt tertap mermperrolerh hak yang sama serperrti 

serberlurm dia berrpindah termpat. 

g)  Prinsip kerperserrtaan berrsifat wajib, di maksurdkan agar serlurrurh 

perndurdurk Indonersia mernjadi perserrta jaminan sosial, yang di 

laksanakan sercara berrtahap. Merskipurn kerperserrtaan berrsifat wajib bagi 

serlurrurh rakyat, namurn dalam pernerrapannya tertap disersuraikan derngan 

kermampuran erkonomi rakyat dan permerrintah serrta kerlayakan 

pernyerlernggaraan program yang sermuranya dilakurkan sercara berrtahap. 
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Tahapan perrtama dimurlai dari perkerrja di serktor formal, berrsamaan 

derngan itur serktor informal dapat mernjadi perserrta sercara mandiri. 

h)  Dana amanat, maksurdnya adalah bahwa iurran yang di bayarkan ole rh 

para perserrta adalah titipan kerpada badan-badan pernyerlernggara urnturk 

di kerlola serbaik-baiknya dalam rangka merngoptimalkan dana terrserburt 

urnturk kerserjahterraan rakyat. Dana yang di kurmpurlkan olerh badanbadan 

pernyerlernggara merrurpakan dana amanat yang di kerlola sercara terpat dan 

cerrmat olerh badan- badan pernyerlernggara dermi kerserjahterraan berrsama 

bagi para perserrta jaminan sosial. 

i) Prinsip hasil perngerlolaan dana jaminan social, prinsip yang dimaksurd 

adalah prinsip perngerlolaan hasil berrurpa kerurnturngan dari permergang 

saham yang diperrgurnakan serlurrurhnya urnturk perngermbangan program 

dan urnturk serbersar- bersarnya kerperntingan perserrta jaminan sosial. 

Permberrantasan korurpsi marak dilakurkan di berrbagai institursi. Serjak 

diberrlakurkannya program Jaminan Kerserhatan Nasional (JKN) awal 2014 lalur, 

Komisi Permberrantasan Korurpsi (KPK) murlai aktif merlakurkan kajian urnturk mernila i 

poternsi korurpsi dibidang kerserhatan. Korurpsi merrurpakan bagian dari Fraurd. Dalam 

serktor kerserhatan, istilah Fraurd lerbih urmurm digurnakan urnturk mernggambarkan 

bernturk kercurrangan yang tidak hanya berrurpa korurpsi tertapi jurga merncakurp 

pernyalahgurnaan asert dan permalsuran perrnyataan. Fraurd dalam serktor kerserhatan 

dapat dilakurkan olerh sermura pihak yang terrlibat dalam program JKN murlai dari 

perserrta BPJS Kerserhatan, pernyerdia layanan kerserhatan, BPJS Kerserhatan, dan 

pernyerdia obat dan alat kerserhatan. Urniknya masing-masing aktor ini dapat 

berkerrjasama dalam aksi Fraurd ataur saling merncurrangi satur sama lain. Fraurd 

mernyerbabkan kerrurgian finansial nergara. Di serlurrurh Indonersia, data yang dilansir 

KPK mernurnjurkan bahwa hingga jurni 2015 terrderterksi poternsi Fraurd dari 175.774 

klaim Fasilitas Kerserhatan Rurjurkan Tingkat Lanjurt (FKRTL) derngan nilai Rp. 440 

M. Ini barur dari kerlompok klinisi, berlurm dari aktor lain serperrti staf BPJS Kerserhatan, 

pasiern, dan surplierr alat kerserhatan dan obat. Nilai ini murngkin saja berlurm total 

merngingat sisterm perngawasan dan derterksi yang digurnakan masih sangat serderrhana. 

Serjak berrlakurnya Jaminan Kerserhatan Nasional, poternsi fraurd dalam layanan 

kerserhatan sermakin nampak di Indonersia. Poternsi ini murncurl dan dapat mernjadi 
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sermakin merluras karerna adanya terkanan dari sisterm permbiayaan yang barur berrlakur 

di Indonersia, adanya kersermpatan karerna minim perngawasan, serrta ada permbernaran 

saat merlakurkan tindakan ini. Fraurd layanan kerserhatan berrpoternsi merrurgikan dana 

kerserhatan nergara dan mernurrurnkan murtur layanan kerserhatan. Kajian ini dilakurkan 

urnturk mernjawab perrtanyaan: (1) bagaimana gambaran poternsi fraurd layanan 

kerserhatan di Indonersia, dan (2) urpaya-urpaya permberrantasan fraurd layanan 

kerserhatan yang surdah dilakurkan di Indonersia serrta tantangannya.[16]
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B.  Kerangka Teori 
 

 

 

 

 

 

 

 

Defenisi dan Prinsip 

BPJS 

Sistem pengendalian 

internal fraud 

 

Prinsip Fraud Strategi pencegahan dan 

deteksi Fraud 

Perilaku 

kecurangan 

jenis – jenis Fraud 

 

1. Peserta Bpjs 

2. Petugas BPJS 

3. Pelayanan Kesehatan 

4. Penyedia obat 

Definisi Fraud 

Gambar 1Kerangka Teori 
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C. Kerangka Konsep 
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Surmberr : Perrmernkers No 16 Tahurn 2019 
 

Petugas BPJS: 

1. Pemalsuan dokumen 

2. Klaim fiktim 
3. Kurangnya hukuman atau konsekuensi 

yang tegas  
4. Tidak memadainya pengawasan 

internal dan keterlibatan pihak 
eksternal 

 
Pasien BPJS: 
 

1. Penggunaan dokumen palsu 
2. Kerja sama dengan fasilitas kesehatan  
3. Tidak memberikan informasi yang akurat 
4. Pembuatan komitmen 

 
Pelayanan Kesehatan: 

1. Memanipulasi diagnose  
2. Penjiblakan klaim dari pasien lain 

(cloning) 
3. Klaim palsu (phantom billing) 

 
Pengawasan obat: 

1. Korupsi 
2. Pengelembungan tagihan obat dan alat 

kesehatan 

Dampak Fraud Pada JKN 
 

1. Merosatnya kualitas pelayanan 

2. Ketidaksetaraan dalam akses 
pelayanan 

3. Kehilangan kepercayaan 

4. Kerugian finansial dan reputasi 

5. Ketidakstabilan Organisasi 

Upaya Pencegahan Fraud 
 

1. Untuk mengatasi masalah 

kecurangan penting untuk 

menerapkan pengawasan yang 

ketat 

2. Validasi Data Peserta 

3. Pelaporan dan Penanganan 

Kecurangan 

4. Pendidikan dan etika 

5. Peningkatan pengawasan internal 

dan eksternal. 

 

FRAUD PERMENKES NO. 16 TAHUN 2019 

Gambar 2 Kerangka Konsep 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 
A.  Metode Dan Desain Penelitian 

Pernerlitian ini adalah Pernerlitian derskriptif kuralitatif adalah pernerlitian yang 

berrturjuran urnturk mernderskripsikan ataur mernggambarkan suratur perristiwa ataur 

suratur kerjadian yang terrjadi dan mernyajikan data sercara sistermatis ,akurrat dan 

berrdasarkan fakta-fakta ataur fernomerna yang terrjadi dilapangan mernggurnakan 

mertoder pernerlitian kuralitatif yang disajikan sercara derskriptif yang akan 

mernderskripsikan merngernai analisis perlaksanaan program perncergahan fraurd 

Jaminan Kerserhatan Nasional (JKN) di Purskersmas Anggerraja Kaburpate rn 

Ernrerkang.[16] 

B.  Tempat Dan Waktu Penelitian 

Pernerlitian ini akan dilaksanakan di Purskersmas Anggerraja, derngan jangka 

waktur pernerlitian serlama 5 (lima) burlan, murlai dari burlan Janurari hingga burlan 

Meri tahurn 2024. 

C.  Informan Penelitian 

Perngerrtian informan adalah surbyerk pernerlitian yang dapat mermberrikan 

informasi merngernai fernomerna/perrmasalahan yang diangkat dalam pernerlit ian. 

Yang terrdiri dari Informan kurnci dan informan tambahan, dalam hal ini yang 

mernjadi informan kurnci yaitur perserrta BPJS, perturgas BPJS, perlayanan kerserhatan, 

perngawas obat yang ada di wilayah Purskersmas Anggerraja dan yang mernjadi 

informan tambahan yaitur kerpala Purskersmas Anggerraja. Dalam rangka 

merndapatkan gambaran yang komprerhernsif, pernerliti merlibatkan serbanyak 10 

individur serbagai partisipan pernerlitian. Prosers perngurmpurlan informasi dilakurkan 

merlaluri wawancara merndalam kerpada para rerspondern, 9 diantaranya mernjadi 

informan kurnci dan 1 informan tambahan.
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Tabel 1  

informasi peneliti’’ Analisis pelaksanaan program pencegahan Fraud 

 jaminan kesehatan nasional (JKN)’’ 

N

o 

Pekerjaan Jumlah 

1. Perserrta BPJS 4 

2. Perturgas BPJS 1 

3. Perlayanan Kerserhatan 3 

4. Perngawas obat dan Alat kerserhatan 1 

5. Kerpala Purskersmas 1 

 

D.  Definisi Operasional Variabel 
Variaberl pernerlitian dapat mermberdakan ataur mermbawa variasi pada suratur 

nilai terrterntur. Ada dura jernis variaberl yang diurji dalam pernerlitian ini yaitur 

variaberl derperndern dan variaberl inderperndern. Variaberl inderperndern yaitur variabe rl 

yang mernjadi serbab terrjadinya ataur terrperngarurhnya variaberl terrikat[19]. 

Variabler inderperndern/Berbas 
Variaberl ini merngacur pada frerkurernsi kuralitas informasi terntang fraurd pada 

program Jaminan Kerserhatan Nasional (JKN) salah saturnya Badan 

Pernyerlernggara Jaminan Social Kerserhatan BPJS. 

 
Variaberl derperndern/Terrikat 

Variaberl dalam pernerlitian ini merncakurp terntang dampak fraurd pada 

Jaminan Kerserhatan Nasional (JKN) dan perlaksanaan program perncergahan fraurd 

Jaminan Kerserhatan Nasional (JKN) di Purskersmas Anggerraja. 

E.  Instrumen Penelitian 

Instrurmern pernerlitian merrurpakan alat bantur bagi pernerliti dalam 

merngurmpurlkan data, serhingga kuralitas instrurmernt akan mernernturkan kuralitas 

data yang terrkurmpurl. Instrurmern merrurpakan komponern yang sangat pernting 

dalam prosers perngurmpurlan data. Olerh karerna itur, instrurmern pernerlitian harurs 

sersurai derngan variaberl-variaberl yang diterliti. Sermakin baik instrurmern yang 

disursurn maka sermakin baik purla hasil pernerlitian. Serdangkan dalam pernerlitian 
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ini, instrurmern yang digurnakan olerh pernerliti antara lain: 
1. Surrveri 

  Surrveri adalah mertoder perngurmpurlan data yang merlibatkan 

perngurmpurlan informasi dari serjurmlah rerspondern merlaluri kurersionerr ataur 

formurlir. Surrveri digurnakan urnturk merngurmpurlkan data kurantitatif dan 

kuralitatif merngernai berrbagai topik dari samperl popurlasi yang rerprerserntatif. 

2. Wawancara 

  Wawancara adalah mertoder perngurmpurlan data yang merlibatkan 

interraksi langsurng antara perwawancara dan rerspondern urnturk merndapatkan 

informasi yang merndalam. Be rrturjuran Merndapatkan wawasan, perndapat, 

perngalaman, ataur perrasaan dari rerspondern sercara dertail. 

3. Alat Pe rre rkam (HP) 

  Alat perrerkam adalah perrangkat yang digurnakan urnturk merrerkam surara 

ataur gambar serlama prosers perngurmpurlan data. Berrturjuran Mermastikan bahwa 

sermura informasi yang diberrikan olerh rerspondern dapat direrkam sercara akurrat 

urnturk dianalisis lerbih lanjurt. 

4. Alat Dokurme rntasi (HP) 

Alat dokurmerntasi adalah perrangkat dan mertoder yang digurnakan urnturk 

merncatat, mernyimpan, dan merngerlola data yang diperrolerh serlama pernerlit ian. 

F. Sumber Data 

 Data primer 
Perngurmpurlan data primerr dilakurkan pada burlan janurari sampai derngan 

burlan meri pada tahurn 2024 di Purskersmas Anggerraja, Kerc.Anggerraja, 

Kab.Ernrerkang merlaluri wawancara langsurng ker purskersmas anggerraja urnturk 

merngertahuri merngernai perlaksanaan program perncergahan fraurd pada JKN. 

Data sekunder 

Data serkurnderr merngacur pada informasi yang diperrolerh dari purskersmas 

anggerraja yang bisa digurnakan serbagai surmberr data dan informasi urnturk 

kerperrluran pernerlitian. 

G.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam perngurmpurlan data dilakurkan derngan merndapatkan data dari 

purskersmas anggerraja terrkait permantauran pada perlayanan kerserhatan yang ada di 

purskersmas terrserburt, serlain itur proserdurr perngurmpurlan data yang digurnakan dalam 
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pernerlitian ini bisa mernggurnakann obserrvasi, wawancara, dan dokurmerntasi kerpada 

Perserrta BPJS, perturgas BPJS, perlayanan kerserhatan, perngawas obat di Purskersmas 

Anggerraja Kaburpatern Ernrerkang. 

Proserdurr perngurmpurlan data yang digurnakan dalam pernerlitian ini adalah 

obserrvasi, wawancara, dan dokurmerntasi. 

1)  Wawancara 
 

Wawancara dilakurkan kerpada Perserrta BPJS, perturgas BPJS, perlayanan 

kerserhatan, perngawas obat di Purskersmas Anggerraja Kaburpatern Ernrerkang. 

2)  Dokurmerntasi 
 

Dokurmerntasi diartikan serbagai urpaya urnturk mermperrolerh data dan 

informasi berrurpa catatan terrturlis/gambar yang terrsimpan berrkaitan derngan 

masalah yang diterliti. 

3)  Obserrvasi 
  Obserrvasi diperrolerh derngan cara merlakurkan obserrvasi pada rurang 

(termpat), perlakur, objerk, perrburatan dan waktur urnturk merngervalurasi ataur 

merlakurkan perngurkurran terrhadap asperk yang mernjadi objerk pernerlit ian. 

Pernerlitian ini berrsifat derskriptif analisis yang merrurpakan 

proserspernggambaran lokasi pernerlitian serhingga dalam pernerlitian ini akan 

dikertahuri analisis perlaksanaan program perncergahan fraurd Jaminan Kerserhatan 

Nasional(JKN) di Purskersms Anggerraja Kaburpatern Ernrerkang. 

H.  Teknik  Analisis Data 

Terknik analisis data yang digurnakan pada pernerlitian ini yaitur terknik 

trigurlasi, terknik trigurlasi merrurpakan terknik merngurmpurlkan data dan perngerce rkan 

data dari berrbagai surmberr derngan berrbagai cara dan berrbagai waktur, serterlah 

merlakurkan wawancara dari obserrvasi pada objerk yang diterliti. 

Trigurlasi data mermbantur pernerlitian ataur analisis urnturk merlihat fernome rna 

ataur masalah dari berrbagai perrsperktif, serhingga merngurrangi bias dan 

merningkatkan kerperrcayaan terrhadap hasil analisis dan jurga urnturk mermastikan 

bahwa kerpurtursan ataur perrdagangan yang di ambil lerbih objerktif, adil, dan 

berrdasarkan faktor dari pada diperngarurhi olerh faktor-faktor yang tidak rerle rvan 

ataur prasangka. 
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BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil Penelitian 
Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

Kaburpatern Ernrerkang adalah salah satur daerrah tingkat II di provinsi Surlawe rsi 

Serlatan, Ibur kota kaburpatern ini terrlertak di Kota Ernrerkang 236 Km serberlah urtara 

Makassar. Sercara administratif terrdiri dari 12 kercamatan derterntif terrdapat 129 

kerlurrahan/dersa, yaitur kerlurrahan dan 122 dersa, derngan luras wilayah serbersar 1.786,01 

Km2..Batas wilayah kaburpatern ini adalah serberlah urtara berrbatasan derngan 

Kaburpatern Tana Toraja, serberlah serlatan derngan Kaburpatern Lurwur, serberlah Timurr 

derngan Kaburpatern Sidrap dan serberlah Barat derngan Kaburpatern pinrang.Kaburpate rn 

ini pada urmurmnya mermpurnyai wilayah Topografi yang berrvariasi berrurpa 

perrburkitan, pergurnurngan, lermbah dan surngai derngan kertinggian 47 – 3.293 m dari 

perrmurkaan laurt serrta tidak mermpurnyai wilayah pantai. Sercara urmm keradaan 

Topografi wilayah didominasi olerh perrburkitan/pergurnurngan yaitur serkitar 84,96% dari 

luras wilayah Kabpatern Ernrerkang serdangkan yang datar hanya 15,04%. 

Ditinjaur dari kerrangka perngermbangan wilayah maurpurn sercara gerografis 

Kaburpatern Ernrerkang jurga dapat dibagi kerdalam dura kawasan yaitur Kawasan Barat 

(KBEr) dan Kawasan Timurr (KTEr). Kawasan Barat merlipurti kercamatan Alla, 

Kercamatan Anggerraja, Kercamatan ErNrerkang dan Kercamatan Cerndana, serdangkan 

Kawasan Timurr merlipurti Kercamatan Currio, Kercamatan Malura, Kercamtan Baraka, 

Kercamatan Burngin, dan Kercamatan Maiwa. Luras KBEr kurrang lerbih 659,03 

Km2ataur 36,90% dari luras Kaburpatern Ernrerkang serdangkan luras KTEr kurrang le rbih 

1.126,98 Km2 ataur 63,10% dari luras wilayah  Kaburpatern Ernrerkang. 

Lokasi Pernerlitian berrada di Purskersmas Anggerraja yaitur salah satur dari 14 

purskersmas di Kaburpatern Ernrerkang terrlertak di serberlah urtara iburkota kaburpatern yang 

luras wilayah kerrjanya 97, 96 km² yang berrjurmlah 3 kerlurrahan, dan 9 dersa. Dersa 

terrluras yaitur Dersa Salur Derwata derngan luras serbersar 13, 15 km² dan Dersa terrke rcil 

adalah Dersa Sarurran yaitur 4, 10 km². Wilayah Purskersmas Anggerraja terrlertak di 

daerrah pergurnurngan, yaitur mata perncaharian urtamanya adalah berrtani dan berrkerburn 

derngan kerbanyakan berrsurkur durri dan berragama islam. 
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Karakteristik Informan 

Karakterristik informan adalah merngurraikan ataur mermberrikan informas i 

merngernai iderntitas informan dalam pernerlitian ini, Olerh karerna itur derskripsi 

iderntitas informan dalam pernerlitian ini dapat dikerlompokkan mernjadi berberrapa 

kerlompok yaitur perkerrjaan, urmurr. Jurmlah informan pada pernerlitian ini serbanyak 

10 informan yang terrdiri dari 9 informan kurnci dan 1 informan tambahan. 

Wawancara ini dilakurkan di burlan Marert – Meri 2024, Adapurn karakterrisit ik 

informan berrdasarkan hasil pernerlitian adalah serbagai berrikurt: 

 

 Tabel 1.  1 Karakteristik Informan 

 

 

 

 

Surmberr Data Primerr 2024 

 

Informan Perkerrjaan Urmurr Inisial 
Informan 

Informan 1 UrRT 24 PA 

Informan 2 UrRT 27 FI 

Informan 3 UrRT 32 NL 

Informan 4 Pertani 39 MI 

Perturgas BPJS Perturgas BPJS 36 RI 

Perlayanan Perlayanan 1. 40 1. SA 

Kerserhatan Administrasi 2. 29 2. JUr 

  3. 36 3. SI 

Pernyerdia Obat Pernyerdia Obat 28 RD 

Kerpala 
Purskersmas 

Kerpala Purskersmas 57 SUr 
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Wawancara merngernai analisis perlaksanaan program perncergahan fraurd 

jaminan kerserhatan nasional dilakurkan 10 Informan yakni pasiern/perserrta BPJS dan 

ternaga kerserhatan yang ada di Wilayah Kerrja Purskersmas Anggerraja, Kercamatan 

Anggerraja, Kaburpatern Ernrerkang. Hal ini serjalan perrtanyaan Pernerliti yakni : 

Wawancara Pasien BPJS 

 

Tabel 1.  2 Tanggapan Peserta BPJS 

 
Pertanyaan tentang pengetahuan 

pasien BPJS 

 

Apakah anda mermahami derngan 

baik bagaimana program JKN 

berkerrja dalam mermberrikan jaminan 

kerserhatan kerpada perserrta BPJS? 

Tanggapan Pasien BPJS 

 

 

“Erdapa kur merngerrti gaja to sursih 

jo”(PA, 24 Thn). 

“Erdapa kur paham gajai”(FI, 27 Thn). 

“Erda”(NL, 32 Thn). 

“Erda”(MI, 39 Thn). 

 
 

 

 

 

 

Tabel 1.  3 Pengalaman Pasien BPJS 

 
Pertanyaan tentang pengetahuan 

pasien BPJS 

Bagaimana perngalaman anda serlama 

prosers perndaftaran dan adminitras i 

di BPJS urnturk mernjadi perserrta JKN 

? 

Tanggapan Pasien BPJS 

 

 

alhamdurlillah maballo bangra 

serlama ter’erh”(PA, 24 Thn) 

“Alhamdurlillah serlama ter’er maballo 

bangra kan pakernah akurnah aplikasi 

mobiler JKN merndaftar”(FI, 27 Thn) 
 

Interpretasi 

Dari hasil wawancara tersebut, terdapat berbagai pandangan yaitu dapat kita ketahui 

bahwa masih kurangnya pengetahuan atau pemahaman mengenai bagaimana 

program JKN bekerja dalam memberikan jaminan kesehatan kepada peserta 

BPJS.program JKN juga disebabkan oleh bagaimana proses pendaftaran pada 

pasien BPJS hal ini sesuai dengan pertanyaan peneliti yakni 
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“maballo bangra kan biasa nah tapa 

merndaftar langsurngra kan derern kartur hijaur di 

berngan ki jadi tapa iyya mandara di pakitanni 

nah derern terrdaftarmo jio purskersmas”(NL,32 

Thn) 

“maballorah “(MI 39Thn). 
 

 

 
 

 

 

Tabel 1.  4 Pengetahuan Mengenai Fraud 

 
Pertanyaan tentang pengetahuan 

pasien BPJS 

Apakah anda merngertahuri apa itur   

fraurd ? 

Tanggapan Pasien BPJS 

 

 

“erda kur issernni”(PA, 24 Thn) 

“erda”(FI, 27Thn) 

“erda bangra ki issern to surshi jo”(NL, 32 Thn) 

“erda iyya” (ML, 39 Thn) 
 

 

Interpretasi 

Dari hasil wawancara di atas ke empat informan menyatakan bahwa dalam proses 

pendaftaran menjadi peserta JKN ada beberapa langkah yaitu bisa melalui apalikasi mobile  

JKN atau melalui pendaftaran langsung ke puskesmas tapi, masih kurang pengetahuan 

mengenai JKN. Hal ini berpengaruh pada pengetahuan pasien mengenai fraud (kecurangan) 

yang bisa saja terjadi hal ini sesuai dengan pertanyaan peneliti yakni 

Interpretasi 

Dari hasil wawancara diatas ke empat informan menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan 

atau informasi mengenai fraud (kecurangan) bahkan mereka tidak mengetahuinya. Hal ini 

berpengaruh kepada pasien BPJS terkait tindakan yang meragukan dan bisa saja di laporkan 

hal ini sesuai dengan pertanyaan peneliti yakni 



33 
 
 
 
 

 

Tabel 1.  5 Pelaporan Dugaan Kecurangan (Fraud) 

 
Pertanyaan tentang pengetahuan 

pasien BPJS 

Apakah anda mernyadari perntingnya 

merlaporkan durgaan kercurrangan ataur 

tindakan yang merragurkan dalam 

program JKN? 

Tanggapan Pasien BPJS 

 

 

“iyer aja pernting iya” ( PA, 24 Thn) 

“iya”(FI, 27 Thn) 

“iya pernting”(NL, 32 Thn) 

“iya” (ML,39 Thn) 

 

 

 

 

 

Wawancara Pelayanan Kesehatan 

 

Tabel 1.  6 Terlibat Dalam Mngenali Potensi Fraud 

 

Pertanyaan tentang pengetahuan 

Pelayanan kesehatan (administrasi) 

Bagaimana  perlayanan  kerserhatan 

terrlibat dalam program ini diberri 

perlatihan  urnturk merngernali  dan 

merlaporkan poternsi fraurd ? 

Tanggapan pelayanan kesehatan 

 (administrasi) 

 

“tidak ada perlatihan serperrti itur karerna yang 

merngertahuri itur hanya pada bagian perturgas BPJS 

dan berndahara” (SA, 40 Thn) 

 

Interpretasi 

Dari tabel 1.1 sampai dengan table 1.4 dapat kita simpulkn sebagai berikut: 

1. masih kurangnya pengetahuan atau pemahaman mengenai bagaimana program JKN 

bekerja dalam memberikan jaminan kesehatan kepada peserta BPJS. 

2. dalam proses pendaftaran menjadi peserta JKN ada beberapa langkah yaitu bisa  

melalui apalikasi mobile JKN atau melalui pendaftaran langsung ke puskesmas tapi, 

masih kurang pengetahuan mengenai JKN. Hal ini berpengaruh pada pengetahuan 

pasien mengenai fraud (kecurangan) yang bisa saja terjadi 

3. kurangnya pengetahuan atau informasi mengenai fraud (kecurangan) bahkan mereka 

tidak mengetahuinya. Hal ini berpengaruh kepada pasien BPJS terkait tindakan yang 

meragukan dan bisa saja di laporkan 

4. Pentingnya melaporkan tekait dugaan kecurangan jika memang terjadi tetapi mereka 

masih belum mengetahui mengenai seperti apa itu tindakan fraud dan bagaimana  

keterlibatan pelayanan kesehatan pada program JKN. 
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“tidak ada jurga pernyampaian terrkait fraurd kami 

kertahuri karerna kami hanya merngertahuri bagian 

inpurt data pasiern saja “ (JUr, 29 Thn) 

“terrkait jernis tindakan faraurd dan pernerlitian hanya 

perturgas BPJS saja yang merngertahuri karerna merrerka 

saja yang merngikurti rapat terrkait program JKN” 

(SI, 36 Thn ) 
 

 

 

 

 

Wawancara penyedia obat 

 

Tabel 1.  7 Pengetahuan Penyedia Obat Terkait Fraud 

 
Pertanyaan tentang pengetahuan 

Penyedia Obat 

1. Serjaurh mana anda mermahami aturran 

dan kerbijakan terrkait pernyerdiaan obat 

kerpada perserrta JKN ? 

2. apakah ada langkah – langkah 

keramanan khursurs urnturk mernce rgah 

manipurlasi ataur kercurrangan terrkait 

obat ? 

3. apakah karyawan di fasilitas anda 

terlah mernerrima perlatihan khursurs 

terrkait perncergahan kercurrangan dalam 

permberrian obat kerpada perserrta JKN ? 

4. Apakah fasilitas anda mermilik i 

kerbijakan interrnal ataur proserdurr 

Tanggapan penyedia Obat 

 

 

1. Kalaur di purskersmas mermang surdah ada 

dananya terrserndiri urnturk obat biasanya JKN 

dianggarkan 1 ataur 2 kali dalam sertahurn, 

tertapi tertap mermburat mernye rdia 

perrerncanaan kerburturhan serterlah itur di 

berrikan olerh berndahara ataur perturgas BPJS 

karerna merrerka yang merngurrurs.” 

2. “Tidak ada, karerna disini mermang langsurng 

merlaluri via transferr dananya sersurai yang 

diburturhkan dan urnturk perngambilan obatnya 

jurga harurs mernggurnakan rerserp jadi, kalaur 

urnturk manipurlasi tidak ada karerna me rmang 

surdah ada pajaknya.” 
 

Interpretasi 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa ketiga informan SA (usia 40 tahun), JU (usia 29 tahun) 

dan SI (usia 36 tahun), menginformasikan bahwa dalam lingkungan mereka tidak 

mengetahui atau tidak ada penelitian untuk mengetahui fraud pada JKN dan mereka juga  

tidak mengetahui jenis atau tindakan fraud karena semua itu hanya diketahui oleh petugas 

BPJS selain itu tidak ada informasi mengenai fraud (kecurangan) dalam puskesmas tersebut. 
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perncergahan kercurrangan terrkait obat 

dalam program JKN ? 

5. Apakah karyawan di fasilitas anda 

mernyadari perntingnya merlaporkan 

durgaan kercurrangan ataur tindakan yang 

merragurkan terrkait obat dalam program 

JKN ? 

6. Bagaimana anda mermastikan bahwa 

laporan kercurrangan dapat diajurkan 

tanpa takurt akan konserkurernsinya ? 

3. “Tidak taur karerna yang serring perrtermuran itur 

berndahara jadi perngerlolah itur curman 

mermasurkkan obat yang mermang tidak ada 

di dinas.” 

4. “Tidak ada” 

5. “Tidak ada sih serlama ini” 

6. “Tidak perrnah kita lakurkan karerna kita 

mermang tidak berrhurburngan langsurng 

derngan pihak JKN karerna curman berndahara 

yang berrhurburngan langsurng derngan pihak 

JKN, kalaur kita curman mermberri tahurkan 

bahwa ada dana sergini, rerncana apa yang kita 

burturhkan tapi itur jurga mermiliki aturran 

serndiri.” 

 
 

 

 

 

Interpretasi 

Dari hasil wawancara di atas dari penyedia obat menyatakan bahwa mereka tidak 

berhubungan langsung dengan pihak JKN jadi mereka tidak mengetahui mengenai fraud 

yang mungkin saja terjadi tapi mereka juga menyatakan bahwa pada puskesmas ini kecil 

kemungkinan terjadi fraud (kecurangan) karena dari segi obat itu memiliki aturan tersediri 

dan mereka hanya memasukkan obat yang memang tidak ada di dinas jika disuruh untuk 

membuat perencanaan kebutuhan obat. 
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Wawancara petugas BPJS 

 

Informan serlanjurtnya perturgas BPJS serkaligurs berndahara pada purskersmas anggerraja, 

berberrapa perrtanyaan yang diajurkan kerpada perturgas BPJS/ berndahara, yaitur: 

 

Tabel 1.  8 Pemahaman Mengenai Fraud Pada JKN 

 
Pertanyaan tentang pengetahuan 

Petugas BPJS 

1. Apa saja turgas dan tnggurng jawab 

urtama anda serbagai perturgas BPJS 

terrkait program JKN ? 

2. Apakah anda terlah merne rrima 

perlatihan khursurs inderntifikas i 

danperncergahan fraurd di dalam klaim 

ataur perndaftaran JKN? 

3. Bagaimana anda merngermbangkan 

kerterrampilan urnturk merngernali tanda 

– tanda poternsial kercurrangan? 

4. Apakah anda merngertahuri adanya 

kerbijakan ataur langkah – langkah 

perncergahan fraurd yang diterrapkan di 

purskersmas ? 

5. Apakah anda mermiliki saran ataur 

masurkan urnturk merningkatkan 

erferktivitas perncergahan dan derterksi 

fraurd di dalam program JKN ? 

Tanggapan PetugasBPJS 

 

 

1. “rerkap data pasiern ,klaim pasie rn 

sakit sertiap burlannya terrurs kalaur ada 

perrtermuran terrkait JKN pasti ikurt” 

2. “kalaur perlatihannya tidak ada tapi 

kalaur perrtermurannya biasa jih ada 

kayak aturranya yang di tanyaki” 

3. “serlama ini berlurm perrnah terrjadi jadi 

tidak ada” 

4. “kerbijakan dari purskersmas itur dari 

kerpala purskersmas jih, kalaur urnturk 

langkah-langkahnya kita mermasang 

spandurk diderpan urnturk dilihat ole rh 

pasiern” 

5. “kan kita ndak perrnah bergitur jadi 

berlurm paham bergituran dan jurga tidak 

ada bergitur curman kalaur ada 

perrtermuran hanya aturran ataur 

perringatan sermacam bagian obat 

yang harurs dicatat barur nanti di 

laporkan”
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Wawancara Kepala Puskesmas Anggeraja 

 
Terrkait perrtanyaan-perrtanyaan di atas urnturk informan perrlur dilakurkan wawancara terrhadap 

kerpala Purskersmas Anggerraja, Kercamatan Anggerraja Kaburpatern Ernrerkang terrkait gambaran 

urmurm terntang perlaksanaan program perncergahan farurd pada JKN ada berberrapa perrtanyaan 

yang diajurkan kerpada kerpala purskersmas yaitur: 

 

Tabel 1.  9 Gambaran Umum Tentang Tentang Pelaksanaan Program   

Pencegahan Fraud Pada JKN 
  

Pertanyaan terkait fraud di puskesmas Tanggapan Kepala Puskesmas 
 

 
 

1. Bagaimana permahaman anda 

terrhadap rersiko fraurd dalam 

perlaksanaan program jaminan 

kerserhatan nasional (JKN) ?” 

2. “Bagaimana langkah- langkah 

yang diambil olerh bapak terrkait 

merncergah fraurd terrmasurk 

implermerntasi kontrol interrnal dan 

monitoring sercara berrkala ?” 

3. “Bagaimana ursurlan bapak dalam 

merngatasi poternsi fraurd, terrmasurk 

perlibatan staf, perlaporan, dan 

pernerrapan sanksi jika ditermurkan 

perlanggaran ?” 

4. “Apakah bapak mermiliki inisiat i f 

urnturk merngimplermerntasikan  

1. “kalaur rersiko fraurd pada purskersmas ini 

sangat minim bias terrjadi, karerna 

purskersmas di samping mermang 

anggaran purskersmas tidak serberrapa jih.” 

2. “jadi purskersmas itur surdah diterrapkan 

serperrti murtur purskersmas yang didalam 

itur bagaiamana mernikngkatkan 

perlayanan kerpada masyarakat terrmasurk 

jurga dalam merngontrol perngerluraran 

obat, merngontrol bagaimana 

merndiaknosa itur sermura karerna kita 

mermpurnyai SOP serhingga sercara 

khursurs merncergah fraurd itur terrjadi.” 

3. “kalaur ini ada urnturk perngawasan urnturk 

staf ada sistermnya mermang urnturk 

Interpretasi 

Dari hasil wawancara di atas dari petugas BPJS menyatakan bahwa dari segi pelatihan dalam 

pencegahan fraud tidak ada tapi kalau pertemuan biasa ada itupun hanya memperinga ti 

aturan pada JKN dan untuk kebijakan puskesmas tu ditentukan oleh kepala puskesmas  

anggeraja. 
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perlatihan ataur worshop terrkait 

perncergahan fraurd bagi staf di 

purskersmas anggerraja ?” 

5. “Bagaimana cara bapak akan 

berrkolaborasi derngan pihak 

terrkait, serperrti BPJS kerserhatan 

ataur instansi terrkait dalam 

merngatasi poternsi fraurd pada 

perlaksanaan program JKN ?” 

perningkatan staf karerna ada aturranya 

sermura ini apalagi sansksi kerpada staf 

mermang ada.” 

4. “jadi kalaur urnturk perlatihan terrkait fraurd 

berlurm kita programkan kernapa, karerna 

masih banyak worshop yang dianggap 

murngkin lerbih pernting serhingga berlurm 

diprogramkan.” 

5. “jadi di purskersmas itur ada berberrapa staf 

yang di turgaskan khursurs urnturk 

merngerlolah sisterm BPJS merrerka itur 

mermpurnyai perngertahuran yang lerbih di 

bandingan staf yang lain karerna merrerka 

yang berrhurburngan langsurng derngan 

pihak JKN ataur BPJS itur serndiri.” 

 
 

Interpretasi 
Dari hasil wawancara diatas dari kepala puskesmas sebagai penentu kebijakan terkait  

pelaksanaan program pencegahan fraud pada JKN dipuskesmas anggeraja menyatakan 

situasi sekarang belum di programkan terkait fraud tetapi dari segi langkah-langkah yang 

diambil mencegah fraud termasuk implementasi kontrol internal dan monitoring secara  

berkala itu sudah di terapkan melalui mutu puskesmas yang didalam itu bagaimana 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk juga dalam mengontrol pengeluaran 

obat dan mendiaknosa pasien dan untuk penerapan sanksi itu ada tetapi untuk pelatihan 

terkait fraud memang belum kita programkan. 
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Tabel 1.  10 Hasil Self Assesment Puskesmas Anggeraja 

Kriterria Hasil Serlf Assersmernt Nilai Perrserntaser 

Pernyerlernggaraan Perlayanan Purskersmas (PPP) 83,05% 

Kerpermimpinan dan Manajermern Purskersmas 

(KMP) 

79,34% 

Perningkatan Murtur Purskersmas (PMP) 78,13% 

Urpaya Kerserhatan Masyarakat yang Berrorierntas i 
Sasaran (UrKBMS) 

100% 

Kerpermimpinan dan Manajermern Urpaya Kerserhatan 

Masyarakat 

96,53% 

Sasaran Kinerrja dan MDG’s (SKM) 99,09% 

Layanan Klinis yang Berrorierntasi Pasiern (LKBP) 100% 

Manajermern Pernurnjang Layanan Klinis (MPLK) 87,50% 

Perningkatan Murtur Klinis dan Kerserlamatan Pasie rn 
(PMKP) 

73,28% 

Surmberr data Purskersmas Anggerraja 
 

Pembahasan 
 

Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Puskesmas Anggeraja 

 

Mernurrurt kerternturan Pasal 7 Perrmernkers Nomor 36 Tahurn 2015 bahwa dalam 

pernyerlernggaraan Program Jaminan Kerserhatan dalam Sisterm Jaminan Sosial 

Nasional, BPJS Kerserhatan, Dinas Kerserhatan Kaburpatern/Kota, dan FKRTL yang 

berkerrja sama derngan BPJS, harurs mermbangurn sisterm perncergahan kercurrangan 

JKN. Namurn dermikian bagaimana sisterm perncergahan kercurrangan yang terlah 

dilakurkan olerh purskersmas anggerraja, terrlerbih dahurlur perrlur dikermurkakan terntang 

lermbaga ataur institursi yang dimurngkinkan urnturk merlakurkan kercurrangan. Mernurrurt 

kerternturan Pasal 2 Perrmernkers Nomor 36 yang dapat merlakurkan kercurrangan 

adalah: perserrta, perturgas BPJS Kerserhatan, permberri perlayanan kerserhatan; dan/ataur, 

pernyerdia obat dan alat kerserhatan.  

Hal ini serjalan derngan pernerlitian yang dilakurkan olerh Zurberri dan Mze rnzi 

(2019) mernyatakan bahwa kercurrangan dapat dilakurkan olerh perserrta, perturgas BPJS 

Kerserhatan, permberri perlayanan kerserhatan, pernyerdia obat dan jurga terrdapat tiga 
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faktor pernyerbab terrjadinya fraurd, yaitur motivasi, rasionalisasi dan perlurang. 

Adapurn ernam faktor motivasi yang merndorong karyawan dan manajerr merlakurkan 

fraurd yaitur; inserntif sosial dan terkanan, kerserrakahan, masalah operrasi, terkanan 

interrnal dan lingkurngan kerrja yang jahat. Faktor rasionalisasi yaitur merrasionalisas i 

perrilakur merlaluri lima nertralisasi signifikan derngan terknik yang diiderntifikas i 

serbagai permbobotan sosial, perngalihan kersalahan, pernolakan cerderra, sikap dan 

riwayat fraurd serberlurmnya.  

Terrakhir, yaitur perlurang; lingkurngan perngerndalian yang burrurk, aktivitas 

perngerndalian yang tidak mermadai, dan keradaan yang mermurngkinkan perrilakur 

kolursi di antara para pernipur. BPJS dan faskers tidak dapat mermberri tindakan 

terrhadap perlakur fraurd karerna berlurm ada urndang-urndang yang merngaturr terntang 

hal ini[23] 

Pada prinsipnya perserrta JKN berrpoternsi urnturk merlakurkan Kercurrangan yang 

dilakurkan olerh perserrta, serbagaimana diternturkan dalam Pasal 3 Perrmernkers Nomor 

36 Tahurn 2015 dapat berrurpa: 

1. Mermburat perrnyataan yang tidak bernar dalam hal erligibilitas 

(mermalsurkan staturs kerperserrtaan) urnturk mermperrolerh perlayanan kerserhatan; 

2. Mermanfaatkan haknya urnturk perlayanan yang tidak perrlur (urnnerccersary 

serrvicers) derngan cara mermalsurkan kondisi kerserhatan; 

3. Mermberrikan gratifikasi kerpada permberri perlayanan agar berrserdia mermbe rri 

perlayanan yang tidak sersurai/tidak ditanggurng; 

4. Mermanipurlasi pernghasilan agar tidak perrlur mermbayar iurran terrlalur bersar; 

5. Merlakurkan kerrjasama derngan permberri perlayanan urnturk merngajurkan klaim 

palsur; 

6. Mermperrolerh obat dan/ataur alat kerserhatan yang direrserpkan urnturk dijural 

kermbali; dan/ataur 

7. Merlakurkan tindakan kercurrangan JKN lainnya serlain hurrurf a sampai 

derngan hurrurf. 

 Kerrurgian jurga tidak hanya dilakurkan olerh perserrta JKN saja, akan tertapi 

jurstrur dilakurkan olerh perturgas BPJS Kerserhatan itur serndiri. Hal ini serbagaimana 

terrturang dalam kerternturan Pasal 4 Perrmernkers Nomor 36 Tahurn 2015, bahwa 
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Tindakan Kercurrangan JKN yang dilakurkan olerh perturgas BPJS Kerserhatan merlip urt i 

perrilakur currang tidak dapat dipisahkan bias keringinan sosial. Kerdura, erksperrime rn 

hanya merlibatkan perngambilan kerpurtursan sercara individur, burkan kerlompok. tidak 

merngurji erferktivitas rasionalisasi dalam merngurrangi perngarurh nergatif. Implikas i 

Praktis – Serlama berrtahurn-tahurn, permerrintah hanya berrfokurs pada iderntifikas i 

terkanan dan perngurrangan perlurang, tertapi merngabaikan alasan psikologis individ ur. 

Merngingat bahwa pernipuran perngadaan serlalur merningkat, permerrintah harurs le rbih 

fokurs pada alasan individur urnturk merrancang suratur sisterm perncergahan dan derterksi 

yang erferktif[23] 

Bernturk kercurrangan yang paling klasik dilakurkan olerh perturgas BPJS adalah 

kerrjasama derngan perserrta dan/ataur fasilitas kerserhatan urnturk merngajurkan klaim 

yang palsur serrta mermanipurlasi manfaat yang serharursnya tidak dijamin agar dapat 

dijamin. Kondisi dermikian jurga terrurngkat berrdasarkan hasil wawancara derngan 

Staf RSUrD Mernggala bahwa dimurngkinkan perserrta akan berkerrjasama derngan 

perturgas BPJS.2 Urnturk tindakan kercurrangan JKN yang dilakurkan di FKRTL 

mernurrurt Pasal Pasal 5 Perrmernkers Nomor 36 Tahurn 2015 merlipurti: 

1. Pernurlisan koder diagnosis yang berrlerbihan/urpcoding, yaitur perngurbahan koder 

diagnosis dan/ataur proserdurr mernjadi koder yang mermiliki tarif yang le rbih 

tinggi dari yang serharursnya. 

2. Pernjiplakan klaim dari pasiern lain/cloning, yaitur klaim yang diburat derngan 

cara mernyalin dari klaim pasiern lain yang surdah ada. 

3. Klaim palsur/phantom billing adalah klaim atas layanan yang tidak perrnah 

diberrikan. 

4. Pernggerlermburngan tagihan obat dan alkers/inflaterd bills, yaitur klaim atas biaya 

obat dan/ataur alat kerserhatan yang lerbih bersar dari biaya yang serbernarnya. 

5. Permercahan erpisoder perlayanan/serrvicers urnburndling or fragmerntation, yaitur 

klaim atas dura ataur lerbih diagnosis dan/ataur proserdurr yang serharursnya 

mernjadi satur pakert perlayanan dalam erpisoder yang sama ataur mernagihkan 

berberrapa proserdurr sercara terrpisah yang serharursnya dapat ditagihkan berrsama 

dalam bernturk pakert perlayanan, urnturk merndapatkan nilai klaim lerbih bersar 
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pada satur erpisoder perrawatan pasiern. 

6. Rurjurkan sermur/serlfs-rerferrals, adalah klaim atas biaya perlayanan akibat 

rurjurkan ker dokterr yang sama di fasilitas kerserhatan lain kercurali derngan alasan 

fasilitas. 

7. Tagihan berrurlang/rerperat billing, adalah klaim yang diurlang pada kasurs yang 

sama. 

8. Mermperrpanjang lama perrawatan/prolongerd lerngth of stay, adalah klaim atas 

biaya perlayanan kerserhatan yang lerbih bersar akibat perrurbahan lama hari 

perrawatan inap. 

9. Mermanipurlasi kerlas perrawatan/typer of room charger, adalah klaim atas biaya 

perlayanan kerserhatan yang lerbih bersar dari biaya kerlas perrawatan yang 

serbernarnya. 

10. Mermbatalkan tindakan yang wajib dilakurkan/cancerllerd serrvicers, adalah 

klaim atas diagnosis dan/ataur tindakan yang tidak jadi dilaksanakan. 

11. Merlakurkan tindakan yang tidak perrlur/no merdical valurer, adalah klaim atas 

tindakan yang tidak berrdasarkan kerburturhan ataur indikasi merdis. 

12. Pernyimpangan terrhadap standar perlayanan/standard of carer, adalah klaim 

atas diagnosis dan/ataur tindakan yang tidak sersurai derngan standar perlayanan. 

13. Merlakurkan tindakan perngobatan yang tidak perrlur/urnnercerssary treratmernt, 

adalah klaim atas tindakan yang tidak diperrlurkan. 

14. Mernambah panjang waktur pernggurnaan verntilator, adalah klaim yang le rbih 

bersar akibat pernambahan lama pernggurnaan verntilator yang tidak sersurai 

derngan kerburturhan. 

15. Tidak merlakurkan visitasi yang serharursnya/phantom visit, adalah klaim atas 

kurnjurngan pasiern palsur. 

16. Tidak merlakurkan proserdurr yang serharursnya/phantom procerdurrers, adalah 

klaim atas tindakan yang tidak perrnah dilakurkan. 

17. Admisi yang berrurlang/reradmisi, adalah klaim atas diagnosis dan/ataur 

tindakan dari satur erpisoder yang dirawat ataur diklaim lerbih dari satur kali 

serolah-olah lerbih dari satur erpisoder. 
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Serlanjurtnya, tindakan kercurrangan JKN yang dilakurkan pernyerdia obat dan alat 

kerserhatan mernurrurt kerternturan Pasal 2 Perrmernkers Nomor 36 Tahurn 2015 merlipurt i: 

a. Tidak mermernurhi kerburturhan obat dan/ataur alat kerserhatan sersurai derngan 

kerternturan perraturran perrurndang-urndangan; 

b. Merlakurkan kerrjasama derngan pihak lain merngurbah obat dan/ataur alat 

kerserhatan yang terrcanturm dalam er-catalog derngan harga tidak sersurai 

derngan er-catalog; dan merlakurkan tindakan kercurrangan jkn lainnya serlain 

hurrurf a dan hurrurf . 

Serbagai contoh konkrert, tindak kercurrangan (fraurd) yang murngkin terrjadi di 

tingkat  FKRTL adalah pernurlisan koder diagnosis yang berrlerbihan (urpcoding). 

Bernturk tindak kercurrangan ini dipicur olerh berberrapa hal, misalnya karerna merrasa 

biaya yang terrcanturm dalam pakert INA-CBGs dirasa rerndah maka rurmah sakit ataur 

purskersmas merncari cara lain urnturk merndapat kerurnturngan. Permbayaran klaim 

BPJS Kerserhatan ker purskersmas serbagaimana pakert tarif INA-CBGs yang tanpa 

batas atas jurga mermicur terrjadinya fraurd. Serlain itur, perraturran perrurndang-

urndangan yang ada saat ini serperrti UrUr No.40 Tahurn 2004 terntang SJSN dan UrU r 

No.24 Tahurn 2011 terntang BPJS berlurm curkurp kurat merncergah kercurrangan. 

Serlanjurtnya, Perrmernkers No. 36 Tahurn 2015 mermerrintahkan masing masing 

pihak terrkait urnturk mermbangurn sisterm perncergahan tindak kercurrangan (fraurd). 

Urnturk BPJS Kerserhatan Perrmernkers 36 Tahurn 2015 mermerrintahkan pernyursurnan 

kerbijakan dan perdoman perncergahan Kercurrangan JKN, perngermbangan burdaya 

perncergahan kercurrangan JKN serbagai bagian dari tata kerlola organisasi yang baik 

dan permbernturkan tim perncergahan kercurrangan JKN di BPJS Kerserhatan. FKRTL 

harurs mermbernturk sisterm serrurpa serbagaimana diamanatkan Perrmernkers 36 Tahurn 

2015. Perran masyarakat jurga diburturhkan urnturk merncergah kercurrangan dalam 

program JKN, karerna sertiap orang yang merngertahuri adanya kercurrangan dalam 

program JKN dapat merlakurkan perngaduran. Caranya, perngadur mernyampaikan 

sercara terrturlis kerpada pimpinan fasilitas kerserhatan, dinas kerserhatan 

Kaburpatern/Kota dan ataur Provinsi. Perngaduran harurs dilerngkapi data iderntitas 

perngadur, kermurdian nama dan alamat instansi yang didurga merlakurkan tindakan 
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kercurrangan dan alasan perngaduran. Permbangurnan sisterm perncergahan kercurrangan 

mernurrurt Perrmernkers No. 36 Tahurn 2015 harurs merlaluri tiga hal yakni: 

a. FKRTL mernyursurn perraturran interrnal dalam bernturk tata kerlola organisasi 

dan tata kerlola klinik yang baik. 

b. FKRTL mampur merngermbangkan perlayanan kerserhatan yang berrorierntasi 

kerpada kerndali murtur dan kerndali biaya merlaluri pernggurnaan konserp 

manajermern yang erferktif dan erfisiern, terknologi informasi berrbasis burkti 

dan mermbernturk Tim Perncergahan Kercurrangan JKN di FKRTL. 

c. FKRTL mampur merngermbangkan burdaya perncergahan kercurrangan JKN 

serbagai bagian dari tata kerlola organisasi dan tata kerlola klinis yang 

berrorierntasi kerpada kerndali murtur dan kerndali biaya berrdasarkan prinsip 

tarik (transparansi, akurntabilitas, rersponsibilitas, inderperndernsi dan 

kerwajaran)[1] 

Ke rcurrangan (fraurd) yang dite rmurkan di Purske rsmas Angge rraja dapat dilakurkan se rbagai 

be rrikurt: 

a. Pasiern BPJS 

1)  Fraurd yang dilakurkan olerh pasiern BPJS kerserhatan di Purskersmas Anggerraja 

yaitur tidak ada, karerna dari hasil pernerlitian di kertahuri bahwa mernge rna i 

perlaksanaan program perncergahan fraurd jaminan kerserhatan nasional 

dilakurkan 4 Informan yakni pasiern/perserrta BPJS mernyatakan bahwa 

merrerka tidak merngertahuri informasi merngernai fraurd dan jurga kita kertahuri 

bahwa masih kurrangnya perngertahuran ataur permahaman mernge rna i 

bagaimana program JKN be rke rrja dalam me rmbe rrikan jaminan ke rse rhatan ke rpada 

pe rse rrta BPJS program JKN jurga dise rbabkan ole rh bagaimana prose rs pe rndaftaran 

pada pasie rn BPJS. 

2)  Bernturk perncergahannya 
a) Lerbih mernggali informasi merngernai JKN agar merrerka dapat le rbih 

mermahami program JKN berkerrja dalam mermberrikan jaminan 

kerserhatan 

b)  Mermperlajari dan merncari informasi merngernai fraurd pada JKN yang murngk in 



       44 
 
 
 
 
 

 

bias saja terrjadi  

b. Perlayanan Kerserhatan 
1)  Fraurd yang dilakurkan olerh perlayanan kerserhatan di Purskersmas Anggerraja 

yaitur tidak ada di termurkan karerna dari hasil pernerlitian informan perlayanan 

kerserhatan yakni Perlayanan kerserhatan dari ker 3 informan terrserburt jurga 

mernyatakan bahwa dalam lingkurngan merrerka tidak merngertahuri mernge rna i 

fraurd pada JKN dan merrerka jurga tidak ada perlatihan urnturk mernge rna li 

jernis-jernis fraurd karerna karerna sermura itur hanya di kertahuri olerh perturgas 

BPJS. 

2)  Cara perncergahannya yaitur: 

Lerbih mernginformasikan kerpada pihak perlayanan kerserhatan mernge rna i 

fraurd agar merrerka bisa mernjerlaskan terrkait fraurd itur apa dan pasiern BPJS purn 

bias merngertahuri jernis- jernis kercurrangan (fraurd). 

c. Pernyerdia obat 

1)  Fraurd yang dapat dilakurkan olerh pernyerdia obat di Purskersmas Anggerraja 

yaitur tidak ada karerna dari hasil pernerlitian mernyatakan bahwa serbagai 

berrikurt: 

a) Merrerka tidak berrhurburngan langsurng derngan pihak JKN jadi merrerka 

tidak merngertahuri merngernai fraurd yang murngkin bias saja terrjadi tertapi, 

merrerka jurga mernyatakan bahwa pada purskersmas kercil kermurngk inan 

terrjadi kercurrangan (fraurd). 

b)  Kalaur kita lihat dari sergi dana saja dalam pernyerdia kerburturhan obat itur 

mermiliki aturran terrserndiri dan merrerka jurga hanya mermasurkkan obat 

yang mermang tidak ada di dinas jika disurrurh urnturk mermburat 

perrercanaan kerburturhan obat. 

2)  Bernturk perncergahannya: 

Serharursnya lerbih mernggali informasi merngernai fraurd (kercurrangan) 

karerna walaurpurn dikatakan kercil kermurngkinan terrjadi fraurd tertapi bias saja 

terrjadi tanpa kita sadari 

d. Perturgas BPJS dan serkaligurs berndahara 

1)  Fraurd yang dapat dilakurkan olerh perturgas BPJS di Purskersmas Anggerraja 
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yaitur tidak ada karerna dari hasil pernerlitian mernyatakan bahwa serbagai 

berrikurt: 

a) Dari sergi perlatihan urnturk perncergahan fraurd tidak ada tapi kalaur dalam 

perrtermuran biasa hanya mermperringati aturran – aturran yang ada pada 

JKN 

b)  Kurrang mernginformasikan kerpada para staf merngernai informas i 

yang berrkaitan pada  JKN 

2)  Bernturk Perncergahannya: 
a) Serharursnya merngadakan perlatihan urnturk merngernal terntang fraurd 

b)  Lerbih merngapdater informasi ker perturgas kerserhatan agar merrerka 

dapat merngertahuri berrbagai informasi dari JKN 

e. kerpala Purskersmas 

1)  Fraurd yang dapat terrjadi di Purskersmas Anggerraja yaitur tidak ada karerna 

dari hasil pernerlitian kerpala purskersmas mernyatakan bahwa serbagai berrikurt: 

Rersiko terrjadinya fraurd pada purskersmas itur sangat kercil biasa 

terrjadi karerna purskersmas jurga mermang mermiliki anggarannya jurga kercil 

tertapi purskersmas itur surdah di terrapkan serperrti murtur purskersmas yang 

didalam itur, bagaimana merningkatkan perlayanan kerpada masyarakat 

terrmasurk jurga dalam merngontrol perngerluraran obat, merndiagnosa pasiern, 

karerna kita mermpurnyai SOP serhingga sercara khursurs merncergah fraurd itur 

terrjadi walaurpurn tidak ada perngawasan ataurpurn perlatihan khursurs bahkan 

tidak di adakan merncergahan fraurd sercara terrang-terrangan tertapi derngan 

adanya murtur pada purskersmas Anggerraja itur dapat  mermbantur dalam 

perlaksanaan perncergahan fraurd pada program  jaminan kerserhatan nasional 

(JKN), tertapi systerm perngerndalian interrnal dari instansi masih lermah.  

Hal ini serjalan derngan pernerlitian dilakurkan olerh Rocky Sopurtan 

mernyatakan bahwa informan lerwat wawancara mermberrikan gambaran yang jerlas 

bahwa lermahnya sisterm perngerndalian interrnal dari instansi terrkait akan merrurgikan 

perlaksanaan program permerrintah dalam bidang perlayanan kerserhatan. Apalagi 

maksurd dan turjuran dari permberrian dana kapitasi ini. Mernurrurt terori fraurd triangler 

olerh Donald R. Crerssery (1953) dalam Tomi Sertiaji (2015) bahwa kersermpatan urnturk 
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merlakurkan kercurrangan karerna lermahnya perngerndalian interrnal, lermahnya sanksi, 

dan kertidak mampuran urnturk mernilai kuralitas kerrja.[22] 

Walaurpurn tidak ada saya termurkan fraurd tapi ada berberrapa kasurs yang saya 

dapat salah saturnya pada halaman 4 dimana suratur obat dimasurkkan kerdalam tagihan 

permbayaran yang serharursnya tidak perrlur di bayar dan jurga kita bisa merlihat dari 

sergi hasil Serlf Assersmerant Pada Purskersmas Anggerraja. Berrdasarkan hasil Serlf 

Assersmernt pada Purskersmas Anggerraja dapat kita lihat pada taberl 1.10 diperrole rh 

data yang merrurpakan hasil serlf asserssmernt Purskersmas Anggerraja serbagai berrikurt 

diperrolerh urnturk :  

1. Perncapaian Kinerrja dan Standar Operrasional 

Data yang merncakurp hasil serlf-asserssmernt dan perncapaian standar 

operrasional yang curkurp dertail. Hal ini dapat di kaitkan derngan poternsi arera di 

mana fraurd bisa terrjadi dalam perlaksanaan JKN (Jaminan Kerserhatan 

Nasional), misalnya dalam perlaporan kinerrja yang tidak akurrat ataur 

manipurlasi data perncapaian urnturk mermernurhi standar yang ditertapkan. 

2. Manajermern dan Kerpermimpinan Purskersmas 

Pernilaian terrhadap Kerpermimpinan dan Manajermern Purskersmas yang 

terrcerrmin dalam data terrserburt dapat dianalisis urnturk merlihat apakah ada 

poternsi kerlermahan dalam manajermern yang bisa dierksploitasi urnturk tindakan 

fraurd. Misalnya, bagaimana kerpermimpinan merngawasi perlaksanaan 

program, perngerlolaan dana, dan pernggurnaan surmberr daya. 

3. Layanan Klinis dan Perngerlolaan Pasiern 

Layanan klinis yang berrorierntasi pada pasiern dan pernilaian murtur yang terlah 

dilakurkan bisa mernjadi salah satur arera urnturk merlihat apakah ada kersersuraian 

antara laporan layanan derngan reralitas di lapangan. Kertidakcocokan ini bisa 

mernjadi indikator awal dari adanya fraurd, misalnya dalam klaim biaya 

layanan yang lerbih tinggi dari yang serbernarnya diberrikan. 

4. Surmberr Daya Manursia (SDM) 

Kersersuraian antara jurmlah dan kuralifikasi ternaga kerserhatan yang terrserdia 

derngan yang dilaporkan dapat mernjadi bahan urnturk merlihat apakah ada 

indikasi manipurlasi ataur perlaporan yang tidak sersurai. Misalnya, ternaga 
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kerserhatan yang tidak mermernurhi syarat ataur jurmlah ternaga kerserhatan yang 

dilaporkan lerbih banyak dari yang serbernarnya urnturk merndapatkan lerbih 

banyak dana dari JKN. 

5. Kergiatan dan Indikator Kinerrja Kerserhatan Masyarakat 

Berberrapa indikator kinerrja serperrti cakurpan imurnisasi, perlaksanaan program 

gizi, dan pernanganan pernyakit mernurlar bisa dibandingkan derngan data JKN 

urnturk merlihat apakah ada kertidaksersuraian yang merngindikasikan terrjadinya 

fraurd, serperrti perlaporan angka yang lerbih tinggi ataur rerndah urnturk 

kerurnturngan finansial 

Derngan merngkaitkan data dari serlf-asserssmernt ini derngan asperk 

perlaksanaan fraurd JKN, dapat merngerksplorasi arera-arera poternsial yang rerntan 

terrhadap kercurrangan dan bagaimana proserdurr manajermern dan perlaporan di 

Purskersmas dapat mermperngarurhi kerakurratan data dalam perlaksanaan JKN. 

Bersarnya rersiko kerrurgian yang ditimburlkan, merndorong permerrintah 

mernerrbitkan Perrmernkers No. 36 tahurn 2015 terntang Perncergahan Kercurrangan 

(Fraurd) dalam Program Jaminan Kerserhatan Nasional (JKN) pada Sisterm Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) serbagai dasar hurkurm perngermbangan sisterm anti fraurd 

layanan kerserhatan di Indonersia. Serjak dilurncurrkan April 2015 lalur, perraturran ini 

berlurm optimal dijalankan. Dampaknya, rersiko kercurrangan (fraurd) dalam layanan 

kerserhatan berrpoternsi sermakin banyak terrjadi namurn tidak diimbangi derngan siste rm 

perngerndalian yang baik. Komisi Permberrantasan Korurpsi (KPK) turrurt jurga 

mermberrikan perrhatian terrhadap perngerlolaan dana kapitasi ini. Hasil analisa Komisi 

Permberrantasan Korurpsi terrdapat ermpat hal pokok dalam kerlermahan perngerlolaan 

dana kapitasi ini salah saturnya adalah masalah surmberr daya  manursia[24] 

Serlanjurtnya sercara khursurs Perrmernkers No. 36 Tahurn 2015 merwajibkan 

FKRTL mermbangurn sisterm perncergahan kercurrangan, namurn berlurm mernjerlaskan 

standar minimurm yang jerlas sisterm perncergahan serperrti apa yang perrlur dibangurn 

FKRTL. Standar diserrahkan ker FKRTL, serhingga perrlur adanya standarisasi siste rm 

perncergahan yang dibangurn olerh FKRTL urnturk merminimalkan surbyerktifitas 

permilik ataur perjabat FKRTL dalam mermbangurn sisterm perncergahan. 
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Perrmernkers No.36 Tahurn 2015 merngaturr permbinaan dan perngawasan dalam 

rangka perncergahan kercurrangan dalam JKN dilakurkan olerh Mernterri, Kerpala Dinas 

Kerserhatan Provinsi dan Kerpala Dinas Kerserhatan Kaburpatern/Kota sersurai derngan 

kerwernangan masing-masing. Bernturk permbinaan dan perngawasan itur berrurpa 

advokasi, sosialisasi dan bimbingan terknis, perlatihan dan perningkatan kapasitas 

SDM serrta monitoring dan ervalurasi. Serlanjurtnya, Perrmernkers 36 Tahurn 2015 

merngaturr sanksi bagi perlakur kercurrangan. Sanksi administratif yang dapat 

dijaturhkan kerpada perlakur yaitur tergurran lisan, tergurran terrturlis dan/ataur perrintah 

perngermbalian kerrurgian kerpada pihak yang dirurgikan.  

Pada erra JKN, Purskersmas merrurpakan fasilitas perlayanan kerserhatan tingkat 

perrtama (FKTP) yang mernyerlernggarakan urpaya kerserhatan masyarakat (UrKM) dan 

urpaya kerserhatan perrorangan (UrKP) serrta mernjalin kerrja sama derngan BPJS 

Kerserhatan urnturk mernjadi permberri perlayanan kerserhatan tingkat perrtama bagi 

perserrta JKN. [25]  

Sistem Pengaduan Dan Penyelesaian Perselisihan Jika Terdapat Kecurangan 

(Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di 

Puskesmas Anggeraja 

Fraurd merrurpakan urpaya yang sercara serngaja dilakurkan derngan mernciptakan 

suratur manfaat yang dapat merrurgikan pihak lain. Fraurd tidak hanya terrjadi di 

Indonersia yang berlurm terrtata rapi sisterm perlayanan kerserhatan maurpurn siste rm 

permbiayaannya tertapi jurga terrjadi di serlurrurh durnia yang berrdampak terrhadap 

berrbagai asperk.[26] 

Sanksi administrasi terrserburt pada prinsipnya tidak mernghapurs pidana yang 

dapat dijaturhkan kerpada perlakur kercurrangan ataur pernipuran serbagaimana yang diaturr 

dalam Pasal 378 KUrHP. Artinya, pernerrapan sanksi administratif harurs sine rrgis 

derngan sanksi pidana. Olerh karerna itur, di masa merndatang perrlur diburat perraturran 

khursurs yang merngaturr terntang fraurd, bernturknya bisa berrurpa urndang-urndang Anti 

Fraurd dalam Perlayanan Kerserhatan. 

Perngaduran dapat disampaikan kerpada pimpinan fasilitas kerserhatan, Dinas 

Kerserhatan Kaburpatern/Kota dan/ataur Dinas Kerserhatan Provinsi (Pasal 25 ayat (2) 
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Perrmernkers No. 36 Tahurn 2015). Perngaduran pada fasilitas kerserhatan dalam hal ini 

adalah rurmah sakit, baik FKTP maurpurn FKRLT. Perngaduran di FKTP diturjurkan 

kerpada tim perncergahan Kercurrangan  JKN di FKTP yang dibernturk olerh Dinas 

kerserhatan Kaburpatern/Kota. Tim perncergahan Kercurrangan JKN di FKTP terrdiri atas 

urnsurr dinas kerserhatan, organisasi profersi, BPJS Kerserhatan, dan asosiasi fasilitas 

kerserhatan. Mernurrurt kerternturan Pasal 11 ayat (4) Perrmernkers No. 36 Tahurn 2015 Tim 

perncergahan Kercurrangan JKN di FKTP serbagaimana dimaksurd pada ayat (2) 

berrturgas: 

a) Mernsosialisasikan kerbijakan, perdoman, dan burdaya barur yang berrorierntas i 

pada kerndali murtur dan kerndali biaya; 

b)  Merndorong perlaksanaan tata kerlola organisasi dan tata kerlola klinik yang baik; 

c) Merlakurkan urpaya perncergahan, derterksi dan pernindakan kercurrangan JKN di 

FKTP; 

d)  Mernyerlersaikan perrserlisihan kercurrangan JKN; 

e) Monitoring dan ervalurasi; dan Perlaporan. 

 
Jadi berrdasarkan Pasal 11 ayat (4) Perrmernkers No. 36 Tahurn 2015 terrserburt, 

Tim Perncergahan Kercurrangan JKN di FKTP merlakurkan pernindakan kercurrangan 

JKN dan mernyerlersaikan pernyerlersaian perrserlisihan JKN berrdasarkan suratur laporan 

ataur pernermuran sisterm perncergahan kercurrangan JKN paling lambat 6 (ernam ) burlan 

serjak Perrmernkers No. 36 Tahurn 2015, diurndangkan. Tindakan ini sersurai derngan 

kerternturan Pasal 30 ayat (2) Perrmernkers No. 36 Tahurn 2015 yang berrburnyi: “Kerpala 

Dinas Kerserhatan Kaburpatern/Kota, direrkturr/kerpala Purskersmas dan pernanggurng 

jawab purskersmas urtama ataur yang sertara harurs mermburat sisterm perncergahan 

kercurrangan JKN paling lambat 6 (ernam) burlan serjak Perraturran Mernterri ini 

diurndangkan”. Kondisi dermikian jurga akan berrkaitan derngan tata kerlola perrursahaan 

yang baik  (good corporater goverrnancer), dan tata kerlola purskersmas yang baik (good 

clinical goverrnancer) dalam serburah rurmah sakit. serbagaimana terrturang dalam Pasal 

16 Perrmernkers No. 36 Tahurn 2015 yaitur: 

a. Transparansi merrurpakan kerterrburkaan informasi, baik dalam prosers 

perngambilan kerpurtursan maurpurn dalam merngurngkapkan informasi yang sersurai 
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derngan kerburturhan urnturk perncergahan Kercurrangan JKN. 

b. Akurntabilitas merrurpakan kerjerlasan furngsi strurkturr sisterm dan 

perrtanggurngjawaban perlayanan serhingga perngerlolaan terrlaksana derngan 

erferktif. 

c. Rersponsibilitas merrurpakan kersersuraian ataur kerpaturhan di dalam perngerlolaan 

perlayanan terrhadap prinsip organisasi yang serhat dalam rangka perncergahan 

kercurrangan JKN. 

d. Inderperndernsi merrurpakan suratur keradaan dimana organisasi dikerlola sercara 

profersional tanpa bernturran kerperntingan dan perngarurh ataur terkanan dari pihak 

manapurn yang tidak sersurai derngan prinsip-prinsip organisasi yang serhat dalam 

rangka perncergahan kercurrangan JKN. 

e. Kerwajaran merrurpakan perrlakuran yang adil dan sertara di dalam mermernurhi hak 

permangkur kerperntingan yang timburl berrdasarkan perrjanjian dalam rangka 

perncergahan kercurrangan JKN. 

Good corporater goverrnancer di bidang perrurmahsakitan merrurpakan suratur siste rm 

(tata) hurburngan dalam organisasi rurmah sakit yang merngandurng urnsurr-urnsurr 

perngerndalian, perngarahan, perrtanggurng jawaban, dan perrtanggurng gurgatan antara 

permilik, perngerlola, dan direrksi serrta jajaran manajermern operrasional serbagai suratur 

kersaturan gerrak urnturk merncapai visi dan misi nilai-nilai organisasi. Tata kerlola yang 

baik dan serhat merlaluri prinsip corporater goverrnancer akan mernjamin kerlangsurngan 

dan perrkermbangan rurmah sakit. Prinsip-prinsip yang dikermbangkan dalam 

corporater goverrnancer adalah kerterrburkaan, akurntabilitas, Perrtanggurng jawaban 

kerpada permberri turgas, intergritas dan berrkeradilan.[27] 

Urnturk merngatasi masalah kercurrangan dalam perlaksanaan Program Jaminan 

Kerserhatan Nasional (JKN) di Purskersmas Anggerraja, diperrlurkan sisterm perngaduran 

dan pernyerlersaian perrserlisihan yang erferktif. Berrikurt adalah langkah- langkah yang 

dapat diambil: 

1. Penyediaan Sistem Pengaduan: Purskersmas Anggerraja perrlur mermiliki siste rm 

yang jerlas urnturk mernerrima perngaduran terrkait kercurrangan dalam perlaksanaan 
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JKN. Ini dapat berrurpa formurlir perngaduran yang dapat diaksers ole rh 

masyarakat, baik sercara fisik maurpurn onliner. 

2. Prosedur Penanganan Pengaduan:Ternturkan proserdurr yang jerlas urnturk 

mernangani perngaduran. Misalnya, perngaduran dapat diajurkan sercara terrturlis 

derngan mernyerrtakan burkti-burkti yang merndurkurng, dan waktur pernanganan 

yang harurs diikurti. 

3. Tim Penanganan Pengaduan: Bernturk tim khursurs yang berrtanggurng jawab 

urnturk merninjaur dan mernangani sertiap perngaduran yang diterrima. Tim ini harurs 

terrdiri dari orang-orang yang terrampil dan inderperndern. 

4. Investigasi Mendalam: Lakurkan inverstigasi mernyerlurrurh terrhadap sertiap 

perngaduran kercurrangan yang diterrima. Ini terrmasurk wawancara derngan pihak 

terrkait, permerriksaan dokurmern, dan perngurmpurlan burkti lainnya. 

5. Pengambilan Tindakan: Jika ditermurkan burkti kercurrangan, ambil tindakan 

sergerra sersurai derngan kerbijakan yang berrlakur. Tindakan terrserburt bisa berrurpa 

perrbaikan prosers, sanksi terrhadap perlakur kercurrangan, ataur perrbaikan kerrurgian 

yang dialami. 

6. Pemberitahuan Kepada Pengadu: Berrikan informasi kerpada perngadur 

merngernai hasil dari perngadurannya dan tindakan yang terlah diambil. 

7. Transparansi dan Akuntabilitas : Pastikan bahwa serlurrurh prosers 

pernanganan perngaduran dilakurkan sercara transparan dan akurntaberl. Hal ini 

dapat mermbangurn kerperrcayaan masyarakat terrhadap program JKN di 

Purskersmas Anggerraja. 

8. Peningkatan Sistem: Lakurkan ervalurasi sercara berrkala terrhadap siste rm 

perngaduran dan pernyerlersaian perrserlisihan ini, dan lakurkan perrbaikan jika 

diperrlurkan urnturk merningkatkan erferktivitasnya. 

Derngan mernerrapkan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa Purskersmas 

Anggerraja dapat lerbih erferktif dalam merngatasi kercurrangan dalam perlaksanaan 

Program JKN dan merningkatkan perlayanan kerserhatan yang berrkuralitas bagi 

masyarakat. 
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Serlanjurtnya, derngan merrurjurk pada kerternturan Pasal 27 ayat (2) Perrmernke rs 

No. 36 Tahurn 2015, permbinaan dan perngawasan perncergahan kercurrangan JKN di 

purskersmas anggerraja Urnturk perngaduran adanya durgaan kercurrangan JKN, harurs 

mermurat paling serdikit merlipurti: iderntitas perngadur, nama dan alamat instansi yang 

didurga merlakurkan tindakan kercurrangan JKN, dan alasan perngaduran (Pasal 25 ayat 

(3) Perrmernkers No. 36 Tahurn 2015). Derngan adanya perngaduran kercurrangan JKN, 

Pimpinan fasilitas kerserhatan, Dinas Kerserhatan Kaburpatern/Kota dan/ataur Dinas 

Kerserhatan Provinsi harurs mernindaklanjurti perngaduran derngan cara merlakurkan 

inverstigasi. Inverstigasi dilakurkan derngan merlibatkan BPJS Kerserhatan, tim 

perncergahan Kercurrangan JKN di purskersmas. 

Klaim non kapitasi adalah klaim yang dilakurkan olerh purskersmas ker pihak 

BPJS Kerserhatan berrdasarkan jernis dan jurmlah perlayanan kerserhatan yang 

diberrikan. Hasil klaim terrserburt merrurpakan patokan terrhadap bersaran permbayaran 

klaim olerh BPJS Kerserhatan kerpada purskersmas [33]. Berrdasarkan Perraturran 

Mernterri Kerserhatan Nomor 52 Tahurn 2016 tarif non kapitasi diberrlakurkan pada 

purskersmas yang merlakurkan perlayanan amburlan, perlayanan obat program rurjurk 

balik, permerriksaan pernurnjang rurjurk balik, jasa perlayanan kerbidanan dan neronatal 

yang dilakurkan bidan ataur dokterr, rawat inap tingkat perrtama sersurai indikasi 

merdis, dan perlayanan kerlurarga berrerncana [34]. 

Fraurd dalam bernturk pernurlisan koder diagnosis berrkerlerbihan, klaim palsur dan 

tagihan berrurlang di purskersmas Anggerraja dapat dilakurkan merlaluri siste rm 

perngaduran ataur laporan adanya kercurrangan JKN yang dilakurkan sercara terrturlis 

yang diturjurkan kerpada Tim Perncergahan Fraurd. Perngaduran ataur laporan adanya 

durgaan kercurrangan JKN, harurs mermurat paling serdikit merlipurti: iderntitas perngadur, 

nama dan alamat instansi yang didurga merlakurkan tindakan Kercurrangan JKN, dan 

alasan perngaduran. Apabila terrjadi perrserlisihan perndapat terrhadap pernertapan ada 

tidaknya kercurrangan JKN, Dinas Kerserhatan Provinsi ataur Dinas Kerserhatan 

Kaburpatern/Kota dapat mernerrurskan perngaduran kerpada Tim perncergahan 

Kercurrangan JKN yang dibernturk olerh Mernterri dan dapat di berrikan sanksiyang 

surdah di tertap kan jika mermang terrdapat fraurd JKN. 

Perndapatan yang tidak sersurai targert dapat mermicur poternsi fraurd di Purskersmas 
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urnturk merrasionalisasikan kondisi yang terrjadi. Kerterrlambatan pernerrimaan 

permbayaran ini mermperngarurhi arurs kas pada Purskersmas. Hal ini dapat 

mermperngarurhi terrhadap kerbijakan alokasi dan perrerncanaan anggaran dari 

Purskersmas. Serlain itur jurga dapat berrdampak terrhadap kuralitas murtur layanan di 

Purskersmas yaitur dalam dimernsi komperternsi, dimernsi erferktifitas perlayanan, 

dimernsi keramanan, sarana prasarana dan dimernsi kernyamanan perlayanan [35]. 

Pada hasil pernerlitian, terrdapat pasiern yang merminta tolong urnturk didaftarkan 

olerh perturgas yang dikernal. Pasiern datang merminta urnturk didaftarkan dibantur ole rh 

perturgas perndaftaran namurn tertap merngikurti aturran perlayanan yaitur sersurai derngan 

nomor antrian. Karerna wilayah kerrja perturgas yang berrada diserkitar purskersmas 

mernyerbabkan banyak pasiern yang kernal derngan perturgas serhingga merminta banturan 

urnturk diurrurs prosers perngobatan agar lerbih cerpat. Berrberda derngan pernerlitian yang 

berrkaitan derngan burdaya dan komitmern organisasi olerh Murstikasari (2013) yang 

mernyatakan bahwa burdaya dan komitmern organisasi berrperngarurh nergatif terrhadap 

tindakan kercurrangan. 

Perlayanan kerserhatan merrurpakan organisasi yang sangat komplerks karerna 

berrgerrak di bidang jasa yang merlibatkan kerlompok profersi derngan berrbagai latar 

berlakang perndidikan dan kerhidurpan[35]. Dalam merlaksanakan sertiap turgas baik 

dalam tindakan maurpurn perlayanan kerserhatan, perrawat, dokterr, dan ternaga merdis 

lainnya harurs mermaturhi aturran sermura asperk hurkurm kerserhatan.  Serjalan derngan 

sermakin persatnya perrkermbangan global saat ini, asperk kerserhatan mernjadi 

kerburturhan dasar manursia. urnturk kerhidurpan yang lerbih layak dan produrktif [36] 

Seriring derngan perrkermbangan global di bidang kerserhatan, Organisasi 

Kerserhatan Durnia (WHO) mernyatakan bahwa durnia terlah mernghabiskan triliurnan 

UrSD ataur serkitar 6% dari total perngerluraran urnturk perlayanan kerserhatan (World 

Heralth Organization, 2018). Perngerluraran urnturk kerserhatan merlerbihi lerbih dari 

perrturmburhan erkonomi (Global Heralth Carer Anti-Fraurd Nertwork (GHCAN), 2017).  

Asperk yang paling berrperngarurh dari perngerluraran adalah kercurrangan pada layanan 

kerserhatan sercara global (NHCAA, 2019). National Heralth Carer Anti-Fraurd 

Association (NHCAA) mermperrkirakan bahwa biaya kerserhatan.[37] 

Fraurd dalam jaminan kerserhatan nasional merrurpakan suratur bernturk urpaya yang 
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diserngaja urnturk mernciptakan suratur manfaat yang serharursnya tidak dinikmati ole rh 

individur ataur institursi dan dapat merrurgikan pihak lain. Mernurrurt Black's Law 

Dictionary, turjuran merlakurkan pernipuran adalah urnturk merndapatkan barang berrharga 

dari kerhilangan orang lain serbagai urpaya currang urnturk merndapatkan kerurnturngan 

pribadi.Pernipuran dalam suratur instansi ataur perrursahaan adalah Tindakan kercurrangan 

yang diserngaja berrdasarkan kertidakjurjurran yang dapat dilakurkan olerh serserorang, 

baik karyawan maurpurn pimpinan, yang merngakibatkan kerrurgian bagi instansi 

perrursahaan, baik sercara finansial maurpurn non finansial[38]. 
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BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Urnturk merncergah adanya kercurrangan dalam BPJS terrurtama masalah 

pernurlisan koder diagnosis berrkerlerbihan, klaim palsur dan tagihan berrurlang, 

di purskersmas Anggerraja terlah mermbernturk sisterm perncergahan 

kercurrangannya itur dalam bernturk murtur purskersmas Anggerraja. Salah satur 

turgas murtur purskersmas Anggerraja terrserburt adalah merlakurkan urpaya 

perncergahan, derterksi dan pernindakan kercurrangan JKN. Sisterm yang terlah 

dibangurn dalam urpaya merlakurkan perncergahan JKN di purskersmas 

Anggerraja terlah sersurai derngan Perrmernkers Nomor. 36 Tahurn 2015. 

2. Fraurd dalam bernturk pernurlisan koder diagnosis berrkerlerbihan, klaim palsur 

dan tagihan berrurlang di purskersmas Anggerraja dapat dilakurkan merlaluri 

sisterm perngaduran ataur laporan adanya kercurrangan JKN yang dilakurkan 

sercara terrturlis yang diturjurkan kerpada Tim Perncergahan Fraurd. Perngaduran 

ataur laporan adanya durgaan kercurrangan JKN, harurs mermurat paling serdikit 

merlipurti: iderntitas perngadur, nama dan alamat instansi yang didurga 

merlakurkan tindakan Kercurrangan JKN, dan alasan perngaduran. Apabila 

terrjadi perrserlisihan perndapat terrhadap pernertapan ada tidaknya kercurrangan 

JKN, Dinas Kerserhatan Provinsi ataur Dinas Kerserhatan Kaburpatern/Kota 

dapat mernerrurskan perngaduran kerpada Tim perncergahan Kercurrangan JKN 

yang dibernturk olerh Mernterri dan dapat di berrikan sanksiyang surdah di tertap 

kan jika mermang terrdapat fraurd JKN. 

 

B. Saran 

1. Bagi institursi Purskersmas Anggerraja perrlur mermperrluras program 

perncergahan Kercurrangan (fraurd) JKN erdurkasi masyarakat terntang 

perntingnya mermahami merngernai permakaian BPJS dan lerbih mermahami 

bahwa fraurd itur bisa saja terrjadi maka itur serbabnya perntingnya mermahami 

perncergahan fraurd pada JKN. Tingkatkan kerrjasama lintas serktor 

merlibatkan permerrintah dersa, lermbaga kerserhatan, dan organisasi non-  

permerrintah dalam stratergi perncergahan fraurd. Lakurkan permantauran dan 
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ervalurasi rurtin terrhadap program-program perncergahan fraurd urnturk 

perrbaikan berrkerlanjurtan. 

2. Bagi Permerrintah kercamatan Anggerraja diharapkan dapat mermahami 

bagaimana perlaksanaan program JKN dalam merlayani dan lerbih mernge rrt i 

bagaimana JKN berkerrja dalam kerserhatan karerna derngan mermahami 

program JKN berkerrja maka dapat lerbih mermperrmurdah dalam perndaftaran 

dan mermfasilitasi dalam pernggurnaan BPJS agar tidak derngan murdahnya 

terrjadi kercurrangan (fraurd) kerpada kita Derngan adanya permahaman ini, 

diharapkan masyarakat dapat merrasakan perrbaikan signifikan dalam 

kuralitas hidurp merrerka, terrurtama dalam hal kerserhatan yang merrurpakan hak 

dasar sertiap individur. 

3. Pernerliti serlanjurtnya diharapkan dapat merngermbangkan pernerlitian derngan 

turrurn sercara langsurng serrta mermberrikan informasi langsurng kerpada 

informan terntang perntingnya merngertahuri informasi merngernai Fraurd pada 

JKN  dan merngertahuri program Fraurd pada JKN.
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